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ABSTRAK 
Nama    : Muh.Qardawi Tenriangka 
NIM       : 10300113032 
Judul      : IMPEACHMENT (Telaah Atas Ketatanegaraan Republik Indonesia 
Dan Ketatanegaraan Islam) 
 
Impeachment bukan merupakan turunnya, berhentinya atau dipecatnya 
presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya. Sesungguhnya arti impeachment  
sendiri merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga pranata impeachment  lebih 
menitik beratkan dalam hal prosesnya dan tidak mesti berakhir dengan berhenti atau 
turunnya presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk 1) mengetahui alasan dan mekanisme impeachment presiden menurut 
UUD 1945 setelah amandemen. 2) mengetahui  pandangan hukum ketatanegaraan 
Islam terhadap alasan dan mekanisme impeachment presiden menurut UUD 1945 
setelah amandemen. 
Penyusun dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau 
biasa disebut kepustakaan (Library Research),dengan teknik pengumpulan data 
melalui berbagai literatur yang menghasilkan data primer dan data sekunder yang 
diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan syar’i. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Pemberhentian presiden 
disebutkan secara limitatif dalam konstitusi yaitu : penghianatan terhadap negara, 
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela atau tidak lagi 
memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden yang telah diatur dalam 
pasal 7A UUD 1945. Mekanisme Impeachment Presiden di Indonesia melalui proses 
di 3 lembaga yaitu : DPR, MK dan MPR. (2) pandangan ketatanegaraan islam 
terhadap mekanisme impeachment menurut UUD 1945 yaitu : penghianatan terhadap 
negara dalam islam; makar dan bughot(pemberontakan), korupsi dalam islam; 
pencurian dan penipuan, perbuatan tercela dalam islam; melanggar bai’at atau 
sumpah jabatan, penyelewengan kekuasaan, berjudi, berzina. Mekanisme 
impeachment dalam islam melalui proses : mahkamah mazalim, majelis syura 
Implikasi dari penelitian ini adalah: (1) Yang harus diperhatikan dalam 
menjalankan tugas yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang menangani 
mekanisme impeachment : Check and balance antara 3 lembaga negara menjadi salah 
satu factor penting dalam tatanan pemerintahan yang demokratis. (2) Untuk 
terciptanya Check and balance, tiap lembaga negara harus menggunakan pendekatan 
legal konstitusional untuk melaksanakan mekanisme control kekuasaan antara 
legislatif, yudikatif dan eksekutif agar pengawasan terhadap lembaga eksekutif oleh 
lembaga kegislatif haruslah diberi koridor untuk menegakkan nilai keadilan dan tidak 
hanya sekedar pertarungan elit politik semata.  
Apabila proses ini terjadi maka sistem politik yang lebih sehat akan tercipta 
dan membawa kesejahteraan masyarakat. Dengan memegang kuat prinsip check and 
balance tersebut, maka lembaga negara akan dapat menjalankan tugasnya dengan 
lebih efektif dan lebih demokratis. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah negara hukum.
1
 Sebagai Negara hukum, Indonesia 
menempatkan warga negara dalam kedudukan yang sama dalam hukum yaitu “Segala 
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.2 Dengan 
demikian, negara wajib menjunjung tinggi supremasi hukum (Supremacy of the law) 
sebagai salah satu sendi politik bernegera, disamping sendi-sendi demokrasi, sendi 
keadilan social dan lain-lain sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Negara 
hukum seringkali di istilahkan sebagai rechstaat oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat 
Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl pada abad 19 dan 
permulaan abad 20.
3
 
Hukum berlaku bukan saja karena ia memiliki otoritas untuk mengatur dengan 
sanksi yang tegas, melainkan karena ia diterima dan dibutuhkan dalam masyarakat. 
Hukum dilaksanakan tidak semata karena pemaksaan dari luar (yang disimbolkan 
dengan aparat penegak hukum), tapi muncul sebagai dorongan keharusan dari dalam.
4
 
Dalam sektor pembentukan hukum, seringkali kita menemui suatu substansi 
aturan hukum baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, perpres, hingga 
perda yang tidak mencerminkan aspirasi rakyat, bahkan justru secara substantif dirasa 
                                                             
1
Pasal 1 (3) UUD 1945 Hasil Amandemen ke-3 
2
Pasal 27 (1) UUD 1945 
3
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik  (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 
113 
4
Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum:Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah  (Cet. 1; 
Surakarta: UM Press, 2002), h.185 dan 188. 
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merugikan kepentingan rakyat. Demikian juga dalam sektor penegakan hukum, sudah 
tak terhitung putusan pengadilan yang justru dinilai banyak kalangan justru 
mencederai rasa keadilan masyarakat. 
Sebagai negara hukum yang mengidealkan prinsip supremasi hukum, 
Indonesia telah mengalami perubahan konstitusi dan juga perubahan dalam sistem 
ketatanegaraan, seperti perubahan atas UUD 1945. Setelah diselenggarakannya 
pemilihan umum pada tahun 1999, dibentuklah Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) dengan komposisi keanggotaan tidak ada partai politik yang mengusai 
mayoritas mutlak kursi dalam MPR. Dalam sidangnya diadakan pada bulan oktober 
1999 untuk pertama kali, MPR menggunakan pasal 37 UUD 1945 untuk mengubah 
UUD 1945. Dalam kepustakaan teori konstitusi hal itu disebut sebagai formal 
amandement. Ternyata, setelah tahun 1999 MPR masih melakukan perubahan 
terhadap UUD 1945, hal itu dilakukan berturut-turut pada bulan Agustus 2000, pada 
November 2001, dan selanjutnya pada Agustus 2002. Dalam perubahan UUD yang 
dilakukan selama empat kali berturut-turut itu telah terjadi perubahan terhadap sistem 
ketatanegaraan.
5
 
Sistem Pemerintahan pada umumnya terbagi atas dua sistem utama, yaitu 
sistem presidensial dan sistem parlementer. Di luar dari kedua sistem tersebut 
dinamakan sistem “campuran”, dapat pula berbentuk kuasi presidensial atau kuasi 
parlementer. Namun, ada juga yang menyebut sistem referendum, yaitu sistem yang 
badan eksekutifnya merupakan bagian dari badan legislatif. Dalam sistem ini badan 
legislatif membentuk sub badan didalamnya sebagai pelaksana tugas pemerintah. 
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Firmansyah Arifin dkk, Hukum da Kuasa Konstitusi, (Jakarta: KRHN, 2004), h. 15 
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Kontrol yang dilakukan terhadapap badan legislatif dilakukan secara langsung 
melalui referendum
6
 
Secara teorirtis, kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial 
sangat kuat dibandingkan dengan kedudukan perdana menteri dalam sistem 
pemerintahan parlementer. Hal itu wajar, karena dalam sistem presidensial  
dimaksudkan dan diharapkan untuk melahirkan suatu pemerintahan yang relatif stabil 
dalam jangka waktu tertentu (fix term office periode). Presiden hanya dapat 
dimakzulkan
7
 dalam masa jabatannya apabila melakukan pelanggaran hukum yang 
secara tegas diatu dalam konstitusi setiap negara. Berbeda dengan sistem 
pemerintahan parlementer. kepala pemerintahan atau perdana menteri yang 
memimpin kabinet setiap saat dapat dijatuhkan oleh perlemen dengan mosi tidak 
percaya
8
 
Hak dan kewajiban Negara adalah hak dan kewajiban dari individu yang 
menurut kriteria harus dianggap sebagai organ Negara, yaitu yang menjalankan 
fungsi tertentu, yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Fungsi tersebut dapat berupa isi 
dari hak dan kewajiban, juga merupakan isi dari suatu kewajiban jka seseorang 
individu dapat dikenai suatu sanksi seandainya fungsi tersebut tidak dijalankan. 
Menurut pengertian hukum nasional, tidak ada delik yang dapat dituduhkan kepada 
                                                             
6
Sulardi, Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial Murni (Malang; Setara Press Kelompok 
Penerbit In-Trans, 2012), h. 46. 
7
Makzul Menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti berhenti memegang jabatan; turun 
tahta. Maksud dari dalam jabatan dalam hal ini sebagai kepala Negara atau presiden. Departemen 
Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet, I; Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2008), h 865. 
8Erwin Chemerinsky, “Constitutional Law, Prinpciples and Policies” dalam Hamdan Zoelva, 
Impeachment  Presiden, Alasan Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945(Jakarta; Konstitusi 
Press, 2005), h  01. 
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Negara, namun demekian Negara dapat diwajibkan untuk memperbaiki kesalahan 
yang terjadi akibat tindakannya yang tidak memenuhi kewajiban. Artinya bahwa 
suatu organ Negara diwajibkan untuk membatalkan tindakan illegal yang dilakukan 
oleh seorang individu yang sebagai organ Negara, telah diwajibkan untuk 
menghukum individu ini, dan untuk mengganti kerugian yang disebabkan secara 
melawan hukum dari harta kekeyaan Negara.
9
 
Indonesia tercatat telah mengalami beberapa kali pergantian presiden secara 
tidak normal. Terdeapat dua dari enam presiden Republik Indonesia (Soekarno dan 
Abdurrahman Wahid) yang diberhentinkan dari jabatannya sebelum berakhir masa 
jabatannya. Presiden Soekarno dimakzulkan oleh Majelis Permusywaratan Rakyat 
(MPR). Sementara , setelah adanya memorandum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
Gotong Royong pada tahu 1967 dengan dikeluarkannya TAP MPRS-RI Nomor 
XXXIII/MPRS/ 1967. Kemudian pada 23 Juli 2001,  MPR-RI mengadakan sidang 
istimewa sehingga mengesahkan TAP MPR-RI nomor II/MPR/2001 yang 
menyebabkan Presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan oleh MPR-RI karena 
beliau dianggap telah melanggar garis-garis besar haluan Negara.
10
 
Perbuatan melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum dapat saja 
dilakukan Presiden apabila Presiden melakukan pelanggaran yang telah ditetapkan di 
UUD maupun peraturan perundang-undangan lain, karena tidak jelasnya batasan-
batasan kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden. Jika terjadi demikian maka Presiden 
dapat saja dikatakan sudah melakukan pelanggaran terhadap jiwa dan semangat UUD 
                                                             
9
Hans Kelsen, General Theory of Law And State, Terj. Raisul Muttaqien, Teori Umum tentang 
Hukum dan Negara (Cet. IX;Bandung: Nusa Media,2014) h.285-286 
10
Hamdan Zoelva, Impeachment  Presiden, Alasan Pemberhentian Presiden Menurut UUD 
1945, h.2 
5 
 
1945, yang merupakan salah satu butir haluan penyelenggaraan Negara yang 
ditentukan dalam UUD 1945. 
Sesuai dengan sistem presidensial, keberadaan institusi, fungsi, tugas Presiden 
dalam menjalankan pemerintahan tegas diatur dalam UUD dan perundang-undangan, 
termasuk calon Presidendan/ atau Wakil Presiden dipilih oleh rakyat dalam satu paket 
pun diatur di dalamnya. Karena kedua jabatan itu dipandang sebagai satu kesatuan 
institusi sehingga untuk menjatuhkan Presiden di masa jabatannya hanya dapat 
dilakukan karena alasan pelanggaran hukum. Satu-satunya jalan untuk membatasi 
agar institusi kepresiden tidak larut dalam persoalan-persoalan pribadi atau 
kelompok, diperlukan pengaturan institusi kepresidenan dan sikap tindak Presiden 
yang diikat dengan norma-norma hukum yang tegas. Implementasi hukum 
membutuhkan adanya suatu kekuasaan terutama agar hukum tidak berarti hanya 
serangkaian aturan atau kaidah moral atau berlaku sebaliknya. Kekuasaan juga 
membutuhkan hukum paling tidak untuk dua kondisi yaitu: 
1) Adalah guna memberikan legitimasi terhadap penyelewengannya di dalam 
kehidupan masyarakat. Berdasar kepada kaidah-kaidah hukum, otoritas kekuasaan 
ataupun kewenangan yang dianggap dan diakui sah oleh masyarakat yang 
dikuasainya. 
2) Bahwa hukum dibutuhkan agar kekuasaan tersebut dapat menjelma dan 
berkembang tidak sewenang-wenang.
11
 
Menurut konsep Ketatanegaraan Islam, kepala Negara atau Khalifah, menurut 
Al-Baqillani yang dalam proses bernegaranya tidak jujur, berbuat did‟ah tidak adil 
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Jimly  Ashiddiqie dkk,  Konsolidasi  Naskah UUD 1945 Setelah  Perubahan   Keempat, 
(Jakarta:  Pusat studi HTN FHUI,2002),  h.13 
6 
 
berbuat dosa, lemah fisik dan mental, kehilangan kebebasan karena ditawan oleh 
musuh, maka khalifah tersebut dapat menyebabkan ia diberhentikan dari jabatannya 
sebagai kepala Negara. Pendapat yang hamper sama dipaparkan oleh Al-Mawardi, 
bahwa khalifah yang memimpin suatu Negara, tetap cacat dalam menegakkan 
keadilan, kemampuan fisiknya berkurang sehingga tidak dapat menjalankan prosen 
bernegara, melakukan perbuatan munkar, serta perbuatan tercela, maka kepala 
Negara tersebut harus disingkirkan dan tidak boleh lagi menduduki jabatan tersebut. 
Sedangkan jika ia menjadi tawanan musuh, maka rakyat akan memilih orang lian 
yang memiliki kekuatan.
12
 
Dalam Islam, pemimpin bukanlah penguasa yang terjaga dari kesalahan. Tapi 
dia adalah manusia biasa yang boleh salah dan benar, boleh adil dan pilih kasih. 
Menjadi hak kaum Muslimin untuk meluruskan pemimpin yang berbuat salah dan 
meluruskan penyimpangannya
13
 
Pada masa Khulafa al-Rasyidin, terjadi dua kali pemberhentian khalifah 
secara tidak normal karena pemberontakan serta ketidakpercayaan rakyat terhadap 
pemimpinnya. Khalifah Usman Ibn Affan yang mati karena terbunuh oleh ribuan 
orang yang datang dari Mesir, Kufah dan Basrah. Hal tersebut terjadi karena Khalifah 
Usman Ibn Affan dituduh telah melakukan nepotisme, dengan mengangkat beberapa 
keluarganya menajdi gubernur. Serta dianggap telah melakukan korupsi dengan 
menggunakan dan Baitul Mal untuk kepentingan pribadinya.
14
 Pembunuhan oleh Abd 
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J.Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Edisi 1 (Cet. V; Jakarta: 
Rajawali Pers, 2005), h 262-263. 
13
Yusuf Al-Qardawy, Fiqh Daulah dalam  Perspektif   Al-Qur’an dan Sunnah,   Terjemahan 
Kathur  Suhardi,  dari Min Fiqhid-Daulah Fil-Islam  (Kuala Lumpur:Pustaka Syuhada. 2001),  Cet II, 
h.224 
14
J.suyuthi pulungan, Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, h 148-151. 
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al-Rahman bin Muljum terhadap Khalifah Ali Ibn Thalib yang terjadi pada saat beliau 
menuju masjid untuk mengimami shilat subuh disebabkan karena kaum Khawarji 
yang tidak setuju dengan tahkim (arbitrase) yang dilakukan Muawiyah Ibn Sufyan 
umtuk berdamai.
15
 
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berinisiatif untuk mengangkat judul 
ini mengenai, Impeacment (Telaah Atas Ketatanegaraan Republik Indonesia 
Serta Pandangan Ketatanegaraan Islam). Penulis yakin penelitian tentang tema ini 
belum ada yang mengulasnya, meskipun mungkin memiliki muara yang sama tetapi 
fokus yang berbeda. Penulisan skripsi ini menjadi keorisinalan sepenuh hati dari 
penelitian yang penulis lakukan. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka memandang 
pokok masalah tersebut yaitu bagaimana Impeachment  telaah atas ketatanegaraan 
republik Indonesia serta pandangan ketatanegaraan Islam? Adapun  dirumuskan sub 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana alasan-alasan dan mekanisme Impeachment  Presiden menurut UUD 
1945 setelah amandemen? 
2. Bagaimana pandangan hukum ketatanegaraan Islam terhadap alasan dan 
mekanisme Impeachment  presiden menurut UUD 1945 setelah amandemen? 
C. Pengertian Judul 
Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mendefenisikan dan 
memahami permasalahan ini, maka akan dipaparkan beberapa pengertian variabel 
                                                             
15
J.Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, h 157-158. 
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yang telah dikemukakan dalam penulisan judul. Adapun variable yang dimaksud 
adalah sebagai berikut: 
1. Impeachment , istilah Impeachment  biasa digunakan mendakwa presiden untuk 
turun dari jabatannya, atau dipecat. Kata “Impeachment ” berarti “accusation” 
atau “charge”, yang dalam terjemahan bahasa Indonesia berarti “dakwaan”.16 Di 
Indonesia, Impeachment  masih hanya diketahui oleh segelintir orang. Dari 
segelintir orang tersebut, masih ada yang salah mengerti mengenai istilah 
Impeachment  yang diartikan sebegai pemakzulan atau pemberhentian presiden, 
padahal dari segi arti berbeda. Namun dari segi pemaknaannya, Impeachment  
yang termuat dalam konstitusi Amerika Serikat, konotasinya disamakan dengan 
pemakzulan atau pemberhentian presiden yang termuat dalam UUD 1945.
17
 
2. Telaah, kata telaah didalam KBBI yang berarti; penyelidikan; kajian; 
pemeriksaan; penelitian
18
 
3. Ketatanegaraan adalah segala sesuatu mengenai tata negara. Menurut hukumnya, 
tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara 
yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya serta hak dan 
kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya.
19
 
4. Ketatanegaran Islam atau Fiqh Siyasah, ibn „aqil, sebagaiman dikutip ibn al-
Qayyim; adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada 
                                                             
16
Hamdan Zoelva, Impeacment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden 
Menurut UUD 1945, h 9. 
17
Hamdan Zoelva, , Impeacment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden 
Menurut UUD 1945, h 12. 
18
http://kbbi.web.id/telaah, diakses tanggal 24 juli 2017 pukul. 13.00 
19
http://adampamrahman.blogspot.co.id/2012/03/sistem-ketatanegaraan-republik.html, diakses 
tanggal 24 Juli 2017, pukul 13.15 WITA 
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kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak 
menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT, tidak menentukannya.
20
 
D. Kajian Pustaka 
 Masalah yang dikaji dalam skripsi ini yaitu proses impeachmen presiden 
berdasarkan ketatanegaraan Republik Indonesia serta pandangan ketatanegaraan 
Islam. Agar nantinya pembahasan ini focus pada pokok kajian yang maka dilengkapi 
beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahsan yang dimaksud 
diantaranya adalah sebagai berikut:  
1. Hamdan Zoelva dalam bukunya Impeachment  Presiden, Alasan Tindak Pidana 
Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945, penerbit Konstitusi Press tahun 
2005, buku ini yang mengilhami penyusun untuk menyusun skripsi, didalam buku 
ini menjelaskan secara eksklusif tentang prosedur, alasan, dan praktik 
pemberhentian presiden dalam undang-undang Dasae 1945. 
2. Ni‟matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, penerbit Rajawali Pers, tahun 
2005, menjelaskan sistem hukum tata Negara yang dianut oleh Indonesia, serta 
dinamika yang terjadi dalam praktik hukum ketatanegaraan Indonesia. 
3. Dalam buku Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer, dijelaskan 
tentang gagasan dan pemikiran Jimly Assyiddiqie dalam konstitusi dan 
ketatanegaraan Indonesia Kontemporer, konstitusi dan konstitusionalisme, 
Negara, demokrasi dan lembaga politik, seputar amandemen UUD 1945,. Buku 
ini mendokumentasikan perkembangan pemikirn tentang konstitusi dan 
ketatanegaraan pasca perubahan UUD 1945 yang kemudian diarapkan dapat 
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Prof.H.A Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu 
Syariah, ce. 4, 2003, hl, 25. 
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berkembangnya pemikiran mengani hukum, konstitusi, dan ketatanegaraan 
Indonesia.  
4. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, penerbit oleh 
Rajawali Pers, tahun 1995. Buku ini membahas dasar untuk menjalankan proses 
bernegara, prinsip-prinsip, menjelaskan tentang khalifah dan khilafah yang 
berdasarkan Al-Qur‟an dan As-Sunnah, serta sejarah kepemimpinan Rasulullah 
saw. di negara Madinah sampai dengan masa setelah kepemimpinan 
Khulafaurrasyidin. Buku ini merupakan referensi yang mengkaji tentang 
keragaman khazanah peradaban dan ntelektual Islam tentang politik Islam. 
5. A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahan Umat dalam Rambu-rambu 
Syariah, penerbit Kencana, tahun 2003 buku ini membahas mengenai 
perbandingan antara konsep negara modern dengan konsep negara Islam yang 
berdasarkan Al-Qur‟an, As-Sunnah, serta Ijtihad para ulama. 
Secara umum dan komprehensif tinjauan pustaka diatas telah banyak 
menyinggung menganai penerapan konsep pengangkatan atau pemilihan presiden 
atau khalifah serta membahas lebih sedikit tentang permberhentian presiden. 
Akan tetapi, belum terdapat suatu kajian perbandingan yang spesifik 
mengenai mekanisme Impeachment  presiden, baik menurut UUD 1945 maupun 
menurut sistem ketatanegaraan Islam. Atas dasar itu, penulis berinisiatif untuk 
meninjau lebih dalam menganai mekanisme Impeachment  dalam sistem 
ketatanegaraan Islam dengan UUD 1945 yang merupakan perbeadaan spesifik 
disbanding karya tulis yang telah ada. 
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E.  Metodologi Penelitian 
Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf 
keilmuan. Penelitian merupakan aktivitas menelaah suatu masalah dengan 
menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk untuk 
menemukan pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya (objektif dan sahih) 
mengenai dunia alam dan dunia sosial, penelitian dimaknai sebagai sebuah proses 
mengamati fenomena secara mendalam dari dimensi yang berbeda. Penelitian adalah 
proses sebuah ketika seseorang mengamati fenomena secara mendalam dan 
mengumpulkan data dan kemudian menarik beberapa kesimpulan dari data tersebut.
21
 
Metodologi merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan 
komponen spesifikasinya adalah bentuk, tugas, metode, tekhnik dan alat. Dengan 
demikian, Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan 
prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 
normatif atau biasa disebut kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian dengan 
cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku-buku, jurnal, artikel-artikel, 
makalah, majalah, koran serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah 
yang dibahas dalam skripsi ini. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan dan syar’i, yaitu pendekatan yang mengkaji dan mengalisa masalah dengan 
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Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif  (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2014), h. 8. 
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malalui Library Research. Penelitian ini menekankan pada segi-segi yuridis, dengan 
melihat perundang-undangan, keputusan dan hasil ijtihad ulama. 
3. Sumber Data 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. 
Studi kepustakaan merupakan model tunggal yang dipergunakan dalam penelitian 
hukum normatif. Penelitan normatif hanya menggunakan data sekunder, dengan 
sumber bahan hukum yaitu: 
1. Sumber hukum primer merupakan bahan yang bersifat mengikat masalah-masalah 
yang akan diteliti. Misalnya Al-Qur‟an, Hadist, UUD 1945, UU, peraturan 
pemerintahan, pancasila, yurispredensi dan lainya. 
2. Sumber hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan 
penjelasan tentang bahan hukum primer. Misalnya hasil penelitian, karya ilmiah 
dari para sarjana dan lain sebagainya. 
3. Sumber hukum tersier merupakan dokumen data yang memberikan tentang 
hukum primer dan sekunder. Misalnya kamu bahasa hukum, Ensiklopedia, 
majalah, media massa dan internet. 
4. Teknik  Analisis Data 
a. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah 
berdasarkan data yang diperoleh.Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif 
kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 
yang dapat dikelolah, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 
13 
 
apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 
diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan. 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
a. Tujuan  
Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu: 
1) Untuk mengetahui apa ssaja alasan-alasan dan mekanisme Impeachment  presiden 
menurut UUD 1945 setelah amandemen.  
2) Untuk mengetahui tentang pandangan hukum ketatanegaraan Islam terhadap 
alasan dan mekanisme Impeachment  presiden menurut UUD 1945 setelah 
amandemen. 
b. Kegunaan 
1) Kegunaan Teoritis 
Secara teoritis  penulisanskripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 
dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan hukum Islam khususnya, 
sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi 
mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum, terutama hukum Islam dan 
hukum nasional, mengenai Impeachment  presiden dalam hukum ketatanegaraan RI 
dan ketatanegaraan Islam. 
2) Kegunaan Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat member manfaat bagi penulis, pembaca, serta 
masyarakat pada umumnya, dan mengetahui apa pengertian Impeachment  dalam 
ilmu hukum dan menurut UUD 1945, serta sebagai tambahan referensi tetang studi 
komparatif mengenai Impeachment  baik dalam UUD 1945 dan Hukum Islam. 
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BAB II  
IMPEACMENT PRESIDEN MENURUT UUD 1945 
A. Pengertian Impeacment dalam Hukum Positif di Indonesia 
Istilah Impeacment biasanya digunakan untuk mendakwa presiden untuk turun 
dari jabatannya, atau dipecat. Kata “Impeacment” berarti “accusation” atau “charge”, 
yang dalam terjemahan bahasa Indonesia berarti “dakwaan”.1 Praktik Impeacment 
sendiri mulai dilakukan oleh pemerintah Inggris pada akhir abad ke- 14
2
, kemudian 
dimasukkan dalam konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787.
3 Di Indonesia, 
Impeacment masih hanya diketahui oleh segelintir orang. Dari segelintir orang 
tersebut, masih ada yang salah mengerti mengenai istilah Impeacment yang diartikan 
sebagai pemakzulan atau pemberhentian presiden, padahal dari segi arti berbeda. 
Namun dari segi pemaknaannya, Impeacment yang termuat dalam konstitusi Amerika 
Serikat, konotasinya disamakan dengan pemakzulan atau pemberhentian presiden 
yang termuat dalam UUD 1945.
4
 
Pemakzulan berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti 
penyingkiran, pengasingan, penyendirian, dan sejenisnya.
5
 Pemakzulan juga berarti 
                                                             
1
Hamdan Zoelva, Impeacment Presiden,Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden 
Menurut UUD 1945, (Jakarta; Konstitusi Press, 2005) h. 9. 
2Luke Owen Pike, “Constitutional History of The House of The Lords,” dalam Hamdan 
Zoelva, Pemakzulan Presiden di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 29. 
3
Denny Indrayana, Bahan Ajar Hukum Tata Negara, Teori Lembaga Kepresidenan, 
www.docdroid.net/BrpVnJ7/3-lembaga-kepresidenan-bahan-ajar.pdf.html (11 Oktober 2017), h. 98. 
4
Hamdan Zoelva, Impeacment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden 
Menurut UUD 1945, h. 12 
5
Bandingkan: J.S Badudu, Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia 
(Jakarta: Kompas, 2009), h. 216, bahwa pemakzulan berasal dari kata “makzul” sebagai kata serapan 
dari bahasa Arab, dimana “dimakzulkan” berarti diturunkan dari tahta, dari singgasana kerajaan 
(raja,ratu, kaisar,sultan), bagi pegawai biasa disebut dipecat. 
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meletakan jabatan atau turun tahta raja.
6 
Jimly Asshiddiqie menjelaskan, 
pemakzulan adalah bahasa serapan dari bahasa Arab yang berarti diturunkan dari 
jabatan. Atau sama dengan istilah 'Impeacment' dalam konstitusi negara-negara 
Barat. Menurut Jimly Impeacment itu menuntut pertanggungjawaban  dalam  rangka 
pengawasan  parlemen  kepada presiden, apabila presiden melanggar hukum.
7
 
Sesungguhnya pengertian Impeacment berbeda arti Pemakzulan  lebih berarti 
turunnya, berhentinya atau dipecatnya presiden atau pejabat tinggi negara dari 
jabatannya. Sedangkan arti Impeacment merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga 
pranata Impeacment lebih menitikberatkan prosesnya dan tidak mesti berakhir 
dengan berhenti atau turunnya presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya.  
Berbeda dengan dalam pandangan Islam, dimana istilah ini akan rancu jika 
diartikan turun dari takhta, kekuasaan, atau jabatan karena dalam ketatanegaraan 
Islam tidak mengenal “makzul”. Tapi lebih dikenal istilah nuzul, manzul, dan 
tanazul yaitu derivasi dari asal kata kerja nazala yang berarti turun atau jatuh. Istilah 
lain dalam Islam yang sering dikaitkan dengan pemakzulan/ Impeacment adalah 
Bugat. Secara etimologis bugat adalah jamak dari bagy, yaitu orang yang berlebih-
lebihan atau melakukan kerusakan di muka bumi. Sedangkan secara terminologis, 
para ulama mendefinisikannya sebagai “kelompok umat Islam yang keluar dari 
ketaatan pemimpin Islam yang sah dengan suatu alasan, menentang hukumnya 
melalui kekuataan tentara dan penggunaan senjata. Yang dimaksud keluar dari 
ketaatan pemimpin Islam yang sah adalah jika mereka tidak menaati perintah imam 
                                                             
6
Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Edisi  Baru (Jakarta: 
Pusat Bahasa, 2013), h. 975.  
7
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia, 2012), h. 43. 
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ketika memerintahkan sesuatu yang benar (hak), seperti  perintah membayar zakat, 
perintah untuk berjihad dan lain-lain. Dan ini hukumnya adalah haram.
8
 
Kamus Black’s Law Dictionary mendefinisikan Impeacment sebagai “A 
criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, instituted 
by a written accusation called articles of Impeacment”,9 artinya adalah sebuah proses 
peradilan pidana terhadap pejabat publik di hadapan senat, yang oleh lembaga 
berwenang telah melakukan dakwaan dengan mengeluarkan “surat dakwaan” 
sebelum proses peradilan. Dari penjelasan di atas, nampak jelas bahwa Impeacment 
bukanlah suatu pemakzulan atau pemberhentian, tetapi sebuah dakwaan terhadap 
pejabat publik (presiden) untuk diberhentikan atau diturunkan jabatannya sebagai 
presiden karena telah melanggar aturan yang berlaku dan melakukan perbuatan 
tercela. 
Sidang Impeacment adalah sidang politik yang tidak dapat diberikan sanksi 
pidana dan kurungan, seperti halnya sidang peradilan umum. Sidang tersebut 
(Impeacment) merupakan fungsi check and balances yang dimiliki lembaga legislatif 
untuk mengontrol tindakan pejabat publik (dalam hal ini presiden) yang terindikasi 
melakukan kesalahan atau melanggar konstitusi. Namun, dalam hal meng-impeach 
pejabat publik, tidak selamanya dapat diberhentikan, karena dalam proses tersebut 
pertanggungjawabanlah yang menjadi poin penting untuk menentukan pejabat publik 
tersebut dapat diberhentikan atau tidak. Hal lain yang tak kalah penting dari proses 
                                                             
8
Salim Segaf Al-Jufri, Bugat dan Pemakzulan Pemimpin dalam perspektif Fighi Islam: 
http://groups.yahoo.com/group/partai-keadilan/message/4911?var=1. 
9
Lihat Henry Campbell Black dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Konred 
Adenauer Stiftung, Laporan Penelitian  Mekanisme  Impeacment   dan   Hukum   Acara  Mahkamah   
Konstitusi.     http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/ public/ content/ infoumum/ penelitian/ pdf/ KI_    
Impeacment. pdf (15 Oktober 2017), h. 25. 
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tersebut adalah, peserta senat atau anggota parlemen harus hadir sesuai aturan yang 
berlaku. Suara dari anggota senat atau parlemen menjadi sebuah penetuan apakah 
presiden atau pejabat publik dapat diberhentikan.
10
 
Lembaga legislatif sebagai lembaga yang berwenang memakzulkan presiden 
merupakan penentu untuk meng-impeach seorang presiden. Dalam proses 
Impeacment terhadap presiden haruslah disetujui oleh 2/3 dari anggota badan 
legislatif. Dari sisi hukumnya, perdebatan terhadap tafsir konstitusi dan hukum 
menjadi hal yang menarik untuk menentukan sejauh mana kesalahan presiden. Selain 
itu lembaga legislatif juga bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskan dalam 
sidang pemakzulan presiden. Kemudian dari sisi politiknya, lembaga legislatif harus 
memperhatikan keinginan bersama para anggota lembaga legislatif untuk melakukan 
proses dan keputusan. Sehingga nantinya, keputusan yang diambil merupakan 
keputusan yang benar-benar matang, dan memperhatikan efek permanen serta 
konsistentensi.
11 Namun sebelum mengambil keputusan, ada baiknya lembaga 
legislatif memperhatikan opini masyarakat melalui media massa atau media 
elektronik, karena opini tersebut merupakan ungkapan masyarakat yang tidak bisa 
dikesampingkan karena masyarakat juga merupakan satu bagian tak terpisahkan dari 
sebuah negara, dan yang memilih presiden adalah masyarakat (dalam hal ini rakyat), 
maka masyarakat pun berhak juga untuk diperhitungkan opininya. 
                                                             
10
Mahkamah   Konstitusi   Republik   Indonesia dan  Konred   Adenauer   Stiftung   Laporan 
Penelitian Mekanisme Impeacment dan Hukum Acara Mahkamah  Konstitusi, 
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/KI_Impeacment.pdf 
(15 September 2017), h. 30-31. 
11
Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 32. 
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Masalah pemberhentian presiden di Indonesia sendiri diatur dalam Pasal 7A 
dan 7B UUD 1945. Memberhentikan presiden agar turun dari jabatannya terbilang 
cukup rumit, karena disamping proses peradilannya yang cukup panjang, dukungan 
yang kuat dari partai pendukung sangat mempengaruhi suara saat sidang di parlemen. 
Akan tetapi, suara dari perwakilan golongan (DPD) memungkinkan untuk 
dilakukannya putusan pemakzulan dalam sidang MPR, itupun jika dalam prosesnya 
tidak terjadi lobi. 
 
B. Alasan-alasan Terjadinya Impeacment dalam Hukum Positif di Indonesia 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah 
perubahan, mengatur secara tegas mengenai alasan-alasan pemberhentian Presiden 
dan mekanisme Presiden dalam masa jabatannya. Pasal 7A UUD 1945, berbunyi: 
“Presiden atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, baik apabila telah melakukan pelanggaran hokum 
berupa penghianatan terhadap Negara korupsi, penyuapan, tindak pidana berat 
lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat 
sebagai Presiden atau Wakil Presiden.” 
1. Penghianatan Terhadap Negara. 
Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah 
Konstitusi bahwa penghianatan terhadap negara adalah     tindak terhadap keamanan 
negara yang diatur dalam Undang-undang, maka dapat di kemukakan bahwa sebagian 
besar tindak pidana terhadap keamanan Negara diatur dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHPidana) dan sebagian lagi di luar KUHPidana, seperti tindak 
pindan terorisme. 
KUHPidana secara khusus tidak mempergunakan istilah tindak pidana 
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“penghianatan terhadap keamanan negara”, namun dalam ilmu pidana Indonesia, 
tindak pidana terhadap keamanan negara atau yang disebut tindak pidana makar yang 
diatur dalam Titel I buku 2 KUHPidana yaitu dari pasal 104 s/d pasal 129 adalah 
merupakan tindak penghianatan terhadap negara. 
Menurut Wirjono Prodjidikuro, Titel I buku 2 KUHPidana, memuat tindak-
tindak pidana yang bersifat mengganggu kedudukan negara sebagai suatu kesatuan 
yang berdiri di tengah-tengah masyarakat internasional yang terdiri dari berbagai 
negara yang berdaulat. Sifat penghianatanlah (verrard) yang merupakan nada 
bersama dari tindak-tindak pidana dari titel I ini. Lebih lanjut Wirjono menyatakan, 
ada dua penghianatan yaitu: 
a. Penghianatan intern (hoog verraad), yang ditujukan untuk merubah struktur 
kenegaraan dan struktur pemerintahan yang ada termasuk juga tindak pidana 
terhadap kepala negara. Jadi mengenai keamanan intern negara. 
b. Penghianatan ekstern (landverraad) yang ditujukan untuk membahayakan 
keamanan luar negeri. Jadi mengenai keamanan ekstern dari negara, misalnya hal 
memberi pertolongan kepada negara asing yang bermusuhan dengan negara lain.
12
 
Berdasarkan titel I Buku II KUHPidana penghianatan terhadap negara 
mencakup jenis-jenis tindak pidana  sebagai berikut: 
1) Makar terhadap Kepala Negara (pasal 104); 
2) Makar untuk memasukkan Indonesia dibawah kekuasaan asing (pasal 106); 
3) Makar untuk menggulingkan pemerintah (pasal 106); 
4) Pemeberontakan (pasal 108); 
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5) Pemufakatan jahat dan / atau penyertaan untuk melakukan kejahatan yang 
dimaksud dalam pasal 104,106,107, dan 108 KUHPidana; 
6) Mengadakan hubungan dengan negara asing yang bermusuhan dengan Indonesia 
(pasal 111), bentuk-bentuk dari tindak pidana ini adalah mengadakan hubungan 
dengan negara asing dengan maksud: 
a. Menggerakannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang 
terhadap negara. 
b. Memperkuat niat negara asing tersebut. 
c. Menjanjikan bantuan terhadap negara asing tersebut. 
d. Membantu persiapan negara asing tersebut untuk melakukan perbuatan 
permusuhan atau perang terhadap negara. 
7) Mengadakan hubungan dengan negara asing dengan tujuan agar negara 
asing membantu pergulingan terhadap pemerintah di Indonesia (pasal 111 
bis); 
8) Menyiarkan surat-surat rahasia (pasal 112-116); 
9) Kejahatan-kejahatan mengenai bangunan-bangunan pertahanan negara 
(pasal 117-120); 
10) Merugikan negara dalam perundingan diplomatic (pasal 121); 
11)  Kejahatan lainnya yang dilakukan oleh mata-mata musuh (pasal 126); 
12) Menipu dalam hal menjual barang-barang keperluan tentara (pasal 127). 
2. Korupsi dan Penyuapan  
Korupsi adalah suatu permasalahan besar yang merusak keberhasilan 
pembangunan nasional. Korupsi menjadikan ekonomi menjadi berbiaya tinggi, politik 
21 
 
yang tidak sehat, dan moralitas yang terus-menerus merosot.
13
 Korupsi merupakan 
sebuah konsep yang sangat akrab ditelinga semua orang Indonesia. Hampir setiap hari 
media massa mengungkapkan gejala-gejala penyelewengan dan penyalahgunaan 
dana, waktu, kekuasaan, dan fasilitas yang ada yang merupakan berbagai macam 
gejala korupsi, tetapi korupsi hamper melibatkan semua orang. Korupsi tidak hanya 
dilakukan oleh pejabat, pengusaha dan kaum pegawai, tetapi juga dilakukan oleh 
orang-orang yang berhubungan dengan lembaga-lembaga social dan bahkan lembaga 
keagamaan. Di mana pun ketika ada kesempatan, orang akan melukan korupsi.
14
 
Menurut Fockema Andrea, kata korupsi berasal dari bahasa latin corruption 
atau corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruption itu pula berasal pula dari 
asal kata corrupere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke 
banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corruption, corrupt, Prancil, yaitu 
corruption, dan Belanda, yaitu corruptie(korruptie). Kita dapat memberanikan diri 
bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu 
“korupsi”.15 Kata korupsi dalam bahasa Indonesia berarti penyuapan, perusakan 
moral, perbuatan yang tidak beres dalam jabatan, pemalsuan dan sebagainya.
16
 
Di Indonesia korupsi bukan saja merupakan gejala kehidupan individu 
(pribadi), masyarakat (kelompok dan golongan), atau negara (system politik dan 
pemerintahan). Lebih dari itu, tindakan tercela itu sudah menjadi salah satu masalah 
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utama dan mendesak. Di katakana seperti itu, karena korupsi merupakan realita 
penyalahgunaan kekuasaan disetiap sendi kehidupan masyarakat. Penelitian berskala 
internasional, regional, dan nasipnal telah membuktikan hal itu. Ditemukan, bahwa 
Indonesia adalah negara terkorup kedua di Asia dan pertama di ASEAN.
17
 Bangsa ini 
pun terperanjat ketika Dato Param Cumaraswamy, pelapor khusus Perserikatan 
Bangsa-Bangsa meyimpulkan bahwa korupsi diperadilan Indonesia adalah salah satu 
yang terburuk didunia yang mungkin hanya bias disamai oleh Meksiko. Bahkan 
dimata orang bisnis, khususnya para investor Asia, korupsi di Indonesia, dalam hal ini 
adalah korupsi dipengadilan, Indonesia memperoleh skor 9,92 dari skala 1 sampai 10 
dengan catatan yang mendapat skor 1 adalah yang terbaik dan yang mendapat skor 10 
adalah yang terburuk. Skor ini tepat berada di atas India yang memperoleh angka 9,26 
dan Vietnam yang mendapatkan skor 8,75.
18
  
Tragisnya walau hamper semua orang Indonesia menilai korupsi adalah jahat 
dan buruk dan arena itu harud diberantas, tetapi pejabat dan instansi yang berwenang 
memberantasnya, bekerja setengah hati da nasal-asalan. Sehingga hadil tindakan itu 
jauh dari memuaskan. Malah berbagai tokoh dan lembaga kekuasaan, terkesan kuat 
memberikan proteksi kepada para koruptor. Lebih parah lagi, dalam pergaulan sehari-
hari, tidak ada perbedaan antara koruptor dengan orang jujur. Koruptor dihormati 
karena kekayaan dan kekuasaan atau karena sumbangannya kepada warga masyrakat. 
Walaupun UUD 1945 memisahkan kedua bentuk pelanggaran hokum ini 
yaitu; korupsi dan penyuapan sebagaimana tercantum dalam pasal 7A UUD 1945, 
namun dalam pembahasan ini akan digabung dalam satu topic, karena ternyata 
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korupsi dan penyuapan sudah diatur dalam satu undang-undang tersendiri.
19
 
Dalam ketentuan hokum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam 
undang-undang tersendiri.
20
 Sehingga dengan demikian segala tindak pidana yang 
diatur dalam undang-undang tersebut dapat dikualifisir sebagai tindak pidana korupsi. 
Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang ini mencakup tiga kelompok tindak 
pidana yaitu: 
Pertama, tindak pidana korupsi yang umum sebagaimana di atur dalam pasal 2 
dan pasal 3 UU No 31 tahun 1999 yang terdiri dari sebagai berikut: 
a. Perbuatan yang secara melawan hokum memperkaya diri sendiri atau 
orang lain atau korporasi
21
 yang dapat merugikan keuangan atau 
perekonomian negara;
22
 
b.  Perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang 
ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat 
merugikan keuangan atau perekonomian negara.
23
 
Kedua, tindak pidana korupsi yang sebelumnya merupakan tindak pidana suap 
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yang terkait dengan jabatan pegawai negeri,
24
hakim, advokat  sebagaimana yang 
diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP). 
Ketiga, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, 
antara lain perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mencegah, merintangi atau 
menggagalkan penyidikan, dan pemeriksaan dalam perkara korupsu. Memberikan 
keterangan tidak benar sebagai tersangka, saksi, dan saksi ahli dalam perkara yang 
terkait dengan tindak pidana korupsi.
25
 
3. Tindak Pidana berat lainnya serta perbuatan Tercela. 
Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, 
tidak memberikan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan”tindak 
pidana berat lainnya dan perbuatan tercela”. Namun dengan ketentuan yang diatur 
dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjadi sengat tegas bahwa maksud 
“tindak pidana berat lainnya” adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 
Tidak ada batasan yang tegas atas istilah “perbuatan tercela”, baik dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. 
Pasal 10 ayat (3) huruf d undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU 
No 24 tahun 2004) memberikan pengertian tentang perbuatan tercela yaitu “perbuatan 
yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden’. Perbuatan 
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tercela itu merusak pelanggaran hukum lainnya seperti pelanggaran sumpah jabatan, 
penyalahgunaan wewenang (abuse of power), pelanggaran Undang-undang dasar 
serta pelanggaran terhadap norma moral dan norma agama. Pelanggaran terhadap 
norma hukum dapat sekaligus juga merupakan pelanggaran terhadap norma agama, 
misalnya berjudi atau berzina. Logika ini dapat dipahami karena hukum pada 
hakikatnya berakar pada moral (kesusilaan), dan kesusilaan pada dasarnya 
bersendikan agama.
26
 
4. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden  
Undang-undang nomor 24 tahun 2003 pasal 10 ayat (3) huruf e menyebutkan 
bahwa yang dimaksud tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 
Presiden adalah syarat sebagaimana di tentukan dalam pasal 6 UUD 1945. 
Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan syarat-syarat Presiden dan Wakil 
Presiden adalah: 
1. Seseorang Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah 
menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. 
2. Tidak pernah menghianati Negara. 
3. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban 
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 
Mengacu pada pasal 6 ayat (2) UUD 1945, bahwa syarat-syarat untuk menjadi 
Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan UU maka syarat-syarat calon 
Presiden dan Wakil Presiden disebutkan dalam pasal 6 UU No 23 tahun 2003 tentang 
pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 
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C. Proses Pembuktian di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Sebelum Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangannya dalam pasal 10 
ayat (2), terlebih dahulu dilakukannya pengawasan oleh DPR. UUD 1945 mengatur 
bahwa DPR memiliki tiga fungsi yaitu fungsi pengawasan ini maka DPR dapat 
mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 7B ayat (2) 
UUD 1945 menyebutkan; 
“pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil 
Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak 
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presdien adalah 
dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat” 
Yang menjadi focus perhatian dalam proses Impeacment di MK adalah bahwa 
MK memutus benar atau salahnya pendapat DPR atas tuduhan Impeacment yang di 
tujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketika proses Impeacment di MK, 
MK berarti tidak sedang mengadili Presiden dan/atau Wakil Presiden atas tuduhan 
Impeacment karena yang menjadi objek dalam proses Impeacment di MK adalah 
pendapat DPR. MK wajib memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas 
pendapat tersebut. Pendapat DPR yang diputuskan dalam rapat paripurna adalah lebih 
bernuansa politis. Oleh sebab itu proses Impeacment di MK adalah untuk melihat 
tuduhan Impeacment kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam perspektif 
hukum. Karena MK merupakan institusi peradilan sebagai salah satu pemegang 
kekuasaan kehakiman maka putusan yang dijatuhkan MK atas pendapat DPR adalah 
untuk memberi justifikasi secara hukum.
27
 
UUD 1945 dan UU MK seolah membuat klasifikasi pokok perkara tuduhan 
Impeacment ke dalam 2 kelompok yaitu (a) Presiden dan/atau Wakil Presiden 
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melakukan pelanggaran hukum dan (b) Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi 
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Yang termasuk dalam 
kelompok pertama adalah berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 
tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela. Sedangkan yang termasuk dalam 
kelompok kedua yaitu syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah 
sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat (1) UUD 1945 serta pasal 6 UU No 23 
tahun 2003 sebagai penjabaran dari pasal 6 ayat (20) UUD 1945. Akan tetapi 
pengelompokan ini tidak membawa dampak hukum yang berbeda, karena bilamana 
Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan salah satu dari perbuatan 
melanggar hukum sebagaimana termasuk dalam kelompok pertama maupun 
kelompok kedua maka amar putusan MK adalah membenarkan pendapat DPR. 
Namun apabila Preside dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan 
pelanggaran hukum dan/atau tidak terbukti lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 
dan/atau Wakil Presiden maka amar putusan MK adalah menyatakan permohonan di 
tolak. 
Secara ringkas proses Impeacment di Mahkamah Konstitusi dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
(1) Pendaftaran pemohonan dalam hal ini DPR, di kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi harus memenuhi ketentuan tentang kedudukan hukum (legal standing) 
pemohon, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, dan pokok 
perkara disertai bukti-bukti. 
(2) Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) 
(3) Pemeriksaan pendahuluan oleh panel hakim 
(4) Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) 
28 
 
(5) Pemeriksaan di persidangan dan pembuktian 
(6) Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) 
(7) Putusan dapat berupa Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan: 
a. Tidak dapat di terima 
b. Ditolak; atau 
c. Membenarkan pendapat DPR. 
d. Jika putusan Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, maka 
DPR melanjutkannya ke dalam MPR 
e. Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat 
proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, proses persidangan di hentikan 
dan permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi. 
D. Proses Impeacment di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Setelah perubahan ketiga UUD 1945, Mejalis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) tidak lagi mengikuti doktrin supremasi parlemen yang menduduki MPR 
sebagai penjelamaan seluruh rakyat Indonesia. Doktrin yang dianut oleh UUD 1945 
setelah mengalami perubahan adalah supremasi konstitusi dimana konstitusi menjadi 
suatu institusi tertinggi di Indonesia.  
MPR terdiri atas anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) dan Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum diatur lebih lanjut 
dengan undang-undang. MPR bersidang sedikitnya dalam lima tahun di ibukota 
negara. Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak sementara itu, 
29 
 
wewenang MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan memberhentikan 
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.
28
  
Apabila MK menjatuhkan putusan membenarkan pendapat DPR maka DPR 
menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden 
dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. MPR setelah menerima usul DPR wajib 
menyelenggarakan sidang untuk memutus usulan DPR dalam waktu selambat-
lambatnya 30 hari setelah MPR menerima usulan tersebut, tata cara Impeacment 
dalam lembaga MPR diatur dalam bab XV (pasal 63) mengenai tata cara 
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya peraturan 
tata tertib (keputusan MPR RI nomor 7/MPR/2004 tentang peraturan tata tertib MPR 
RI sebagaimana telah diubah dengan keputusan MPR RI nomor 13/MPR/2004 
tentang perubahan peraturan tata tertib MPR RI). 
Pimpinan MPR kemudian mengundang anggota MPR untuk mengikuti rapat 
paripurna yang mengadakan memutus usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 
Presiden yang diajukan oleh DPR. Pimpinan MPR juga mengundang Presiden 
dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan 
usulan pemberhentiannya dalam rapat paripurna majelis. 
Presiden dan/atau Wakil Presiden Wajib hadir untuk memberikan penjelasan 
atas usul pemberhentiannya. Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hadir 
untuk menyampaikan penjelasannya, amak majelis tetap mengambil putusan terhadap 
usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. 
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Pengambilan putusan terhadap  usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 
Presiden yang diajukan DPR setelag adanya putusan MK dilaksanakan melalui 
mekanisme pengambilan suara terbanyak. Persyaratan pengambilan suara terbanyak 
itu adalah diambil dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dari jumlah 
anggota majelis (kourum), dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah 
anggota yang hadir yang memenuhi kourum. 
Secara ringkas proses Impeacment di MPR dapat digambarkan sebagai 
berikut: 
a. MPR menggelar Sidang Paripurna untuk membahas Putusan Mahkamah 
Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR, Selambat-lambatnya 30 hari 
setelah menerima putusan. 
b. Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib hadir untuk memberikan keterangan. 
c. Rapat paripurna MPR dengan kourum sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota 
dapat mengambil keputusan, yang mungkin berupa:  
1) Ditolak, yang berarti Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak diberhentikan 
dari jabatannya, atau 
2) Diterima, dengan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari  jumlah anggota 
yang hadir, yang berarti Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dari 
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
29
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BAB III 
IMPEACHMENT PRESIDEN DALAM KETATANEGARAAN ISLAM 
A. Institusi yang Berwenang Melakukan Impeachment dalam Hukum Islam 
Dalam hal ini, Islam tidak menentukan instusi mana yang berwenang 
melakukan Impeachment (Pemberhentian) Presiden. Namun menurut pendapat Abdul 
Rashid Moten, institusi yang berwenang melakukan Impeachment Presiden ada 3: 
1. Mahkamah Mazalim 
Mahkamah Mazalim adalah lembaga peradilan yang dimaksud untuk 
merealisir kejadian di tengah kehidupan masyarakat, yang fungsinya untuk 
menegakkan hukum di wilayah kekuasaan negara, atau sebagai media untuk 
mengimplementasikan ajaran Islam di bidang penegakkan dan perlindungan hukum. 
Di dalam Al-Quran disebutkan beberapa ayat yang mengatur tentang keadilan 
dan penegakkan dan perlindungan 
  
                                     
                      
 
Terjemahnya:  
 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.1 
Dalam ayat-ayat Al-Qur’an ini tidak ditentukan bahwa keadilan dan 
perlindungan hukum harus dilakukan dengan sistem kelembagaan atau individu yang 
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Kementrian Agama RI, Al-quran dan Terjemahan, No: P. VI/1/TL.02.1/111/2012 (Sukses 
Publishing, 2012), h. 88.   
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diserahi kekuasaan tertentu. Dalam perspektif hukum Islam, sesungguhnya yang 
penting bukan saja bagaimana keadilan dan perlindungan hukum itu diwujudkan di 
tengah kehidupan masyarakat, tetapi apakah keadilan dan perlindungan hukum itu 
dapat direalisir dalam kehidupan manusia secara efektif dan efisien. 
Mahkamah Mazalim merupakan lembaga yang bertugas memberikan 
penerangan dan pembinaan hukum, menegakkan hukum dan memutuskan perkara. 
Dalam pelaksanaannya, lembaga ini dijalankan oleh tiga pelaksana peradilan, yakni; 
Hakim yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, 
menyelesaikan sengketa, perselisihan dan persoalan wakaf. Mustasib, yakni 
pelaksana hisbah atau yang bertugas melaksanakan amar ma‟ruf nahy munkar, 
menegakkan ketertiban, mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak-hak 
tetangga dan menghukum orang-orang yang mempermainkan syariat Islam. Qadhi 
Mazalim yang bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputus oleh Qadhi 
dan Muhtasib atau menyelesaikan perkara banding.
2
 
Oleh karena itu, apabila kepala negara tidak memenuhi syarat sebagai kepala 
negara dan telah memiliki kriteria akan adanya alasan-alasan yang dapat 
memberhentikanny maka institusi atau lembaga yang berharga memberhentikannya 
adalah Mahkamah Mazalim. 
Mahkamah Mazalimlah yang paling berkah menentukan keputusan 
(memotivasi berhenti dan tidaknnya), kalau memang keadaan khalifah telah 
mengalami perubahan yang bisa mengeluarkannya dari jabatan khilafah. Dia juga 
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Ridwan HR, Fiqh Politik; Gagasan, harapan dan kenyataan, (Yogyakarta: FH UII Press, 
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yang memiliki wewenang untuk memberhentikan atau memberi peringatan 
kepadannya. 
Hal ini dilakukkan kalau terjadi salah satu dari beberapa hal yang 
menyebabkan diberhentikannya adalah Mahkamah Mazalim. Beberapa hal itu harus 
dihilangkan, dimana dia merupakan hal-hal yang haus ditetapkan dan untuk 
menetapkannya harus diputuskan oleh seorang qadhi. 
Begitu pula wewenang qadli mazalim untuk memberhentikan khalifah itu 
adalah wewenang menjatuhkan vonis untuk menghilangkan kedzaliman. Sebab kalau 
salah satu kondisi yang bisa menjadikan seorang khalifah diberhentikan atau kondisi 
yang menjadikannya wajib diberhentikan  itu ada, maka kalau kondisi itu tetap ada itu 
merupakan suatu kedzaliman. Karena Mahkamah Mazalimlah yang bertugas 
memberhentikannya (agar kedzaliman itu hilang). Karena itu sesungguhnya vonis 
Mahkamah Mazalim untuk memberhentikan khalifah tersebut hanyalah vonis untuk 
menghilangkan kedzaliman. Oleh karena itu, Mahkamah Mazalim memiliki 
wewenang untuk memutuskan apapun bentuk kedzaliman itu.
3
 
Karena Mahkamah Mazalimlah yang berhak memutuskan hilangnnya 
kedzaliman-kedzaliman tersebut , dimana qadhi mazalimlah memliki wewenang 
untuk menetapkan kedzaliman serta keputusan terhadapnya, maka Mahkamah 
Mazalimlah yang juga behak menentukan kalau salah satu keadaan tersebut telah 
terjadi atau tidak. Termasuk dialah yang berhak menentukan pemberhentian Khalifah. 
Hanya saja, kalau Khalifah mengalami salah satu keadaan ini, lalu dia 
mengundurkan diri, maka masalahnya selesai. Sedangkan kalau kaum muslimin 
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berpendapat, bahwa dia wajib diberhentikan karena keadaan itu telah terjadi, maka 
keputusannya harus dikembalikan kepada qadli.   
Berdasarkan firman dari Allah: 
 
                                    
                                  
 
Terjemahnya :  
 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya) dan 
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur‟an) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian 
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.4  
Maksudnya, kalau kalian berselisih dengan pemimpin kalian, dimana 
perselisihan tersebut merupakan perselisihan antara umat dengan pempimpin, maka 
mereka harus mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya itu berarti mereka 
harus mengembalikannya kepada qadli yaitu mahkamah  Mazalim.
5
 
2. Dewan Kepemimpinan 
Semua kekuasaan yang dimiliki oleh peradilan madzalim diserahkan kepada 
dewan hukum agung dalam konstitusi Republik Islam Iran yang disetujui oleh 98.2 % 
mereka yang mempunyai suara dan diimplementasikan pada tahun 1979. Meskipun 
konstitusi tersebut memberikan kepada dewan hukum kekuasaan untuk menentukan 
kasus presiden yang menyimpang dari ketentuan konstitusi, kekuasaan untuk 
menuntut Impeachment presiden diserahkan diluar batas hukumnya. 
                                                             
4
 Kementrian Agama RI, Al-quran dan Terjemahan, h. 88.   
5
Taqqiyuddin An-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam, h. 143 
35 
  
Kekuasaan ini diberikan ke vilayat-e-faqih, yang terdiri dari pimpinan dewan 
pimpinan. Pasal 5 konstitusi Iran 1979, yang mewujudkan prinsip-prinsip 
pemerintahan Islam syi’ah, menegaskan bahwa: 
Selama ghaibnya wali al-asr (pemimpin zaman) (semoga Tuhan mempercepat 
penampakannya kembali), wilayah dam kepemimpinan umat berpindah kepada faqih 
yang adil dan bertakwa yang benar-benar menyadari keadaan masanya; berani, 
banyak akal, dan memiliki kecakapan administratif, diakui dan diterima sebagai 
pemimpin oleh mayoritas masyarakat; dalam peristiwa di mana tidak ada faqih yang 
diakui oleh mayoritas, pimpinan/dewan kepemimpinan. 
Konstitusi tersebut memberikan terhadap vilayat al-faqih sebagaimana 
menurut pasal 110, kekuasaan terdiri dalam pemerintahan, menjadikan jabatan-
jabatan kepresidenan terpilih dan parlemen sebagai sub-ordinasi bagi wilayat al-
faqih. Berkaitan dengan kepresiden, fungsi-fungsi dewan meliputi; 
a. Memandangi keputusan yang merumuskan pemilihan presiden republik oleh 
masyarakat. 
b. Memecat presiden republik; demi kepentingan negara, karena peradilan agung 
menangkapnya bersalah melanggar tugas-tugas konstitusionalnya, atau karena 
satu suara. Majelis permusyawaratan nasional melihat ketidakmampuan poltiknya 
(pasal 110 ayat 4 & 5).
6
 
3. Majelis Syura’ 
Menurut Fazlur Rahman, kata syura‟ berasal dari kata kerja syawara-
yusyawiru yang berarti menjelaskan menyatakan atau mengajukan dan mengambil 
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sesuatu. Bentuk lain dari kata syawara adalah tasyawara, artinya berunding, saling 
bertukar pendapat; syawir, yang artinya meminta pendapat atau musyawarah. Dalam 
konteks budaya Indonesia, syura‟ bentuk instituisi disebut majelis syura. 
Syura‟ mempunyai arti sangat penting dalam organisasi apapun atau jama’ah 
manapun. Setiap negara maju memusatkan perhatian pada asas musyawarah dan 
mengajak rakyatnya untuk mencapai keamanan dan ketentraman, keberhasilan dan 
kebahagiaan. Sebab musyawarah adalah jalan yang benar untuk kemaslahatan 
individu maupun kelompok serta Negara, bahkan internasional. Maka tidak 
mengherankan jika Islam sebagai agama Rabbani begitu besar perhatiannya pada asas 
musyawarah alias syura‟ sehingga salah satu surah Al-Quran ada yang dinamakan 
surah asy-Syura. Surat ini berbicara tetang sifat-sifat orang mukmin yang diantaranya 
menjadikan kehidupan orang-orang mukmin berdiri diatas asas syura‟. Bahkan 
urusan mereka seluruhnya adalah musyawarah di antara mereka. 
Syura (Musyawarah) merupakan sebuah prinsip dalam Islan yang hampir 
semua umat Islam mengakui urgensitasnya dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara. Secara etimologi musyawarah mempunyai arti nasehat, konsultasi, 
perundingan atau konsideran pemukafatan. Sedangkan secara terminologi berarti 
majelis yang dibentuk untuk mendengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya dan 
terorganisir dalam urusan negara.
7
 
Di zaman modern, para pemikir kontemporer seperti Rasyid Ridha dan lain-
lain telah mendukung penggantian syura pemerintahan Islam awal dengan badan 
perwakilan (legislatif) rakyat yang dipilih melalui sistem pemungutan suara modern. 
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As-Sayyid Al-Maududi secara aktual menegaskan bahwa legislatif adalah apa yang 
dalam terminologi fiqh lama dikenal dengan ahlu al-halli wa al aqdi, mereka 
mendapat dukungan, dalam hal ini dari para pemikir muslim modernis semisal Fathur 
Rahman yang berpendapat bahwa; karena pelanggaran penting terhadap kepercayaan 
masyarakat, kepala pemerintahan dapat dipecat setelah nilai suara legislatif yang 
menentangnya.
8
 
Musyawarah sebagai salah satu prinsip negara dan pemerintahan Islam 
memiliki kedudukan penting dan strategis dalam kehidupan umat manusia. Dalam 
konteks budaya Indonesia syura‟ dalam bentuk institusi disebut dengan Majelis 
Syura’. Nama populer untuk majelis ini yang digunakan oleh lembaga negara 
Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau badan Legislatif.
9
 
Dengan melihat pada petunjuk-petunjuk Nabi SAW sebagai kepala negara 
Islam di Madinah dalam menjalankan pemerintahan dan syura; pada contoh yang 
dilakukan oleh al khulafa ar-Rasyidin, pada generasi terdahulu yang menjalankan 
pemerintahan dan syura‟ dapat dikatakan batasan-batasan fungsi majelis syura‟:  
a. Memilih kepala negara dan mencalonkannya; Ahli syura’ dalam negara Islam 
melakukan pemilihan kepala negara dalam pemilohan awal, membai’atnya 
dengan bai’at khusus, kemudian memaparkan kepada umat untuk memperoleh 
bai’at umum. 
b. Membantu kepala negara dalam menangani urusan negara, menyelesaikan 
persoalan-persoalan ummat, seperti perang, pengesahan perjanjian, membuat 
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perundang-undangan yang bersifat ijtihad-lah dan pelaksanaan hukum-hukum 
syariah. 
c. Mengontrol kepala negara dan para pejabat tinggi lainnya seperti gubernur dan 
menteri. 
d. Memberhentikan kepala negara atau pejabat tinggi yang dipilih oleh majelis 
syura‟. Karena yang memilih kepala negara adalah majelis syura‟.juga 
membai’atnya atas dasar akad bai’at antara kedua belah pihak ; kepala negara dan 
majelis syura‟ yang mewakili umat ini, maka majelis syura‟ berhak 
memberhentikan kepala negara. Dalam akad ini terdapat kewajiban bagi kepala 
negara dan juga ditetapkan hak-haknya. Apabila ia meninggalkan kewajiban 
maka ahli syura‟ berkewajiban untuk memecatnya dan mengumumkan 
pemberhentiannya itu dari jabatan kepala negara kepada umat.
10
 
Apabila terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan yang 
dilakukan oleh seorang khalifah, para ulama dan cendikiawan Muslim berpendapat 
bahwa khalifah semacam itu harus diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala 
negara atau pimpinan eksekutif. 
Al-Ghazali mengajukan 2 macam bentuk kekuasaan khalifah yang harus 
diberhentikan, yaitu: 
a. Khallifah Zhulm, yaitu khalifah yang menjalankan politik tirani yang 
bertentangan dengan keadilan dan kehendak rakyat. 
b. Khalifah Ghair al-Syaukah, yaitu khalifah yang tidak mampu menjalankan 
kebijakan politik yang adil, yang digariskan oleh syariat dan rakyat. 
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Kedua macam penguasa ini akan merusak negara dan agama. Karena 
itu, ia harus dihentikan. 
Jadi wajar apabila Majelis Syura‟ (lembaga legislatif) sebagai penjelmaan 
wakil rakyat, berhak untuk mengangkat seorang khalifah yang dianggap cakap dan 
memenuhi kriteria. Jika khalifah itu melakukan penyalahgunaan kekuasaan, Majelis 
Syura‟ berhak pula untuk memberhentikannya.11 Apabila Majelis Syura‟ menilai 
khalifah telah melakukan pelanggaran terhadap syariat, konstitusi, dan perundang-
undangan lainnya. 
Orang yang harus menilai situasi tersebut (tentang sudah atau belum 
terjadinya kemurtadan pada pihak penguasa) adalah ulama yang dari kalangan ahlu-
halli wal-„aqdi (majelis syura‟). Menurut al-Juwaini, merekalah yang berhak 
mencopot penguasa. Itulah kondisi atau syarat pertama yang diperbolehkan umat 
Islam menuntut pencopotan kekuasaan imam.
12
 
Dalam hubungan ini, konferensi para ulama dan para cendikiawan muslim 
yang mewakili semua aliran, Sunni dan Syi’ah, yang diselenggarakan pada tanggal 21 
sampai dengan 24 Januari 1951 dari Karachi, Pakistan, memberi rekomendasi sebagai 
berikut: Lembaga (dalam hal ini Majelis Syura’) yang diberi kuasa memilih kepala 
negara (khalifah), juga memiliki kekuasaan untuk memecatnya atas dasar mayoritas.
13
 
B. Mekanisme Impeachment Menurut Hukum Islam 
Menganai mekanisme Impeachment, dalam Islam tidak ditemukan 
penjelasannya secara eksplit dan menyakinkan. Namun dalam kita-kitab fiqh al-
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siyasah setidaknya ditemukan beberapa cara atau mekanisme pemberhentian 
presiden; 
Pertama, sekelompok ulama Ahli Sunnah, Khawarji, Mu’tazilah, Zaidiyah, 
dan para ulama murjiah berpendapat wajib mengangkat senjata untuk 
memberhentikannya. Cara inilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan sall as-
saif (menghunuskan pedang).
14
 Golongan Khawarij berpendapat, ‘Imam yang telah 
berubah perilaku baiknya dan menyimpang dari kebenaran, maka ia wajib dipecat 
atau dibunuh’. Abu Hanifah mendukung pendapat ini. Ia mengatakan bahwa 
keimanan seorang zalim bukan saja batal, tetapi lebih dari itu, dibolehkan melakukan 
pemeberontakan terhadapnya, bahkan seyogyanya hal itu dilakukan dengan syarat 
pemberontakan itu memiliki factor-faktor untuk dapat berhasil dan berfaedah dengan 
seorang yang adil dan baik sebagai pengganti orang yang zalim dan fasik, dan bukan 
semata-mata memecah belah kekuatan dan menghilangkan nyawa. Abu Hanifah 
berpendapat bahwasanya memberontak terhadap pimpinan negara yang tidak sah 
adalah sesuatu yang dibenarkan dalam syari’at. Pendapat ini mendapat dukungan dari 
fuqaha lainnya seperti Sa’id bin Jubair, al_Sya’bi, Ibnu Abi Laila, dan Abdul 
Bukhturi. Juga para qurra berdiri dipihaknya. 
Abu ya’ala juga percaya bahwa kontrak imamah tidak dapat dibubarkan 
selama tidak ada alasan-alasan yang sah. Kepala Negara harus meletakkan jabatannya 
apabila merasa telah memiliki kekurangan yang permanent, tetapi selama mampu 
melaksanakan tugas-tugasnya sebagai kepala Negara (Presiden), ia tidak boleh 
meletakkan jabatannya. Al-Juwayni beranggapan bahwa, kalau kepala Negara tidak 
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bermoral dan menyimpang dari akhlak yang baik, maka ia boleh turun; tetapi apakah 
orang lain harus atau dapat memberhentikannya kepala Negara boleh meletakkan 
jabatannya kapan saja ia mau.
15
 
Ibnu Hazm mengemukakan bahwa sebagia besar Ahli Sunnah, Mu’tazilah, 
Khawarji, dan Zaidiyah memandang bahwa mengangkat senjata dalam amar ma’ruf 
dan nahi munkar adalah wajib jika mencegah kemungkaran itu tidak ada jalan lain 
selain dengan senjata. Pendapat itu mengacu pada sabda Nabi Muhammad SAW 
dalam sebuah hadits panjang yang berbicara menganai sebab-sebab Bani Israil 
mendapat laknat Allah SWT; “Sekali-kali tidak, demi Allah, sungguh kamu mengajak 
kepada yang ma‟ruf dan mencegah dari yang munkar. Kemudian sungguh-sungguh 
kamu mencegah perbuatan orang zalim, mengiringnya dengan gigih pada kebenaran, 
dan mengajaknya pada jalan kebenaran-tanpa memberi peluang pada jalan 
kesesatan –atau jika tidak demikian nischya Allah akan mencampur aduk hati 
sebagian kalian dengan sebagian lainnya kemudian menimpakan laknat terhadap 
kalian seperti laknat terhadap mereka (Bani Israil)”.16 
Secara umum Ahlusunnah melihat pada dua pertimbangan: Pertama, akibat 
negatif menggunakan kekuatan senjata. Kedua, adalah akibat negatif dari kelanjutan 
imam yang fasik pada kekuasannya. Mereka lebih condong untuk memilih akibat 
buruk yang lebih kecil. Apabila pemberhentian menimbulkan fitnah yang lebih besar 
maka tidak dibenarkan mengangkatt senjata terhadapnya. 
Para ulama Ahlusunnah yang berpendapat demikian diantaranya ialah Al-Aiji, 
ia mengemukakan bahwa umat harus memberhentikan imam bilamana terdapat alasan 
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yang mengharuskan demikian, akan tetapi jika menimbulkan fitnah maka yang 
diambil adalah akibat buruk yang lebih kecil. Sedangkan Al-Kamal bin Abu Syarif 
mengemukakan bahwa pada dasarnya imam tidak dibenarkan diberhentikan akan 
tetapi berhak diberhentikan manakala kelangsungan imamah-nya menimbulkan 
fitnah.
17
 Sementara itu, Ibnu Taimiyah selaku pemikir besar dan berpandangan luas 
memndukung sikap ini dengan alasan bahwa menjatuhkan seorang kepala Negara 
akan menggangu ketentraman di dalam masyarakat dan melemahkan persatuan umat. 
Karena Ibnu Timiyah berpendapat, bahwa keberadaan kepala Negara, meskipun , 
lebih baik bagi rakyat daripada kalau mereka harus hidup tanpa kepala Negara. Dia 
meminjam suatu ungkapan bahwa enam puluh tahun dibawah kepala Negara yang 
zalim lebih baik daripada satu malam tanpa kepala Negara. Bahkan ia memberi 
dukungan kepada absolutism yang tiada henti-hentinya. Demi ketentraman dan 
menjauhkan anarki ditengah masyarakat telah menjadi alasan utama untuk tidak 
menjatuhkan kepala Negara yang melakukan penyimpangan.
18
 
Hal itu karena banyaknya hadits shahih yang mewajibkan ketaatan kepada 
Negara, seklaipun senantiasa melaksanakan kemungkaran, bertindak zalim, dan 
memakan hak-hak rakyat, selama tidak memerintah berbuat maksiat dan tidak jelas-
jelas kafir.
19
 
Kedua, untuk memberhentikan pemimpin adalah melalui apa yang 
diistilahkan pada zaman modern ini dengan civil disobedience (pembangkangan 
sipil). Cara ini dilakukan apabila umatt merasa bahwa imam ini fasiq yang tidak takut 
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dosa melakukan maksiat atau zalim, tidak layak menjadi imam. Umat melalui wakil-
wakil mereka menghadap kepadanya untuk memberi teguran dan nasihat akan tetapi  
ia menolak dan menyombongkan dan juga orang-orang yang menjadi kroninya. 
Ketika itu ia merasa bahwa dirinya tercampakkan dari umat atau rakyatnya; kembali 
kepada kebenaran atau meletakkan jabatan. 
Sebab pengertian mengingkari dengan hati tidaklah bersifat pasif tanpa 
memberikan reaksi konkrit terhadap pelaku kemungkaran baik penguasa maupun 
bukan penguasa, melainkan bersifat aktif yang berarti menolak kemungkaran dengan 
hatinya lalu tidak menyukainya dan tidak menyukai pelakunya serta memboikotnya : 
tidak makan bersamanya, tidak berhubungan dengannya dan begitu seterusnya. 
Apabila setiap individu umat Islam melakukan demikian terhadap imam yang zalim 
dan fasiq maka tidak ada jalan lain baginya selain kejatuhan yang mengenaskan. 
Pengertian inilah yang terkandung dalam sebuah hadits Rasullullah SAW 
yang dituturkan oleh Ibnu Mas’ud bahwa beliau bersabda: “Sesungguhnya sesuatu 
kekuarangan yang masuk pada Bani Israil adalah bahwa orang laki-laki bertemu 
orang alki-laki lalu berkata: “Mengapa itu kamu lakukan ? Takutlah kepada Allah, 
tinggalkanlah apa yang kamu lakukan itu. Yang demikian tidak halal bagimu. 
“Kemudian berjumpa lagi esok harinya tetapi ia masih tetap melakukan apa yang 
diperingatkan kemarin. Yang demikian itu tidak menghalanginya menjadi teman 
makan dan minum serta bersahabat dengannya. Karena orang-orang Bani Israel 
melakukan demikian maka  Allah mencampur aduk hati sebagian mereka dengan 
sebagian yang lainnya yang baik dan buruk kemudian berfirman; “Orang-orang kafir 
dilaknati hingga pada firman-nya ‘Orang-orang fasiq’. Bahkan dalam hadits riwayat 
At-Thabrani terdapat sabda Rasullullah SAW; “Pada akhir zaman terdapat umara 
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yang zalim, para menteri yang fasiq, para jaksa yang penghianat, paea fuqaha 
pembohong. Maka diantara kalian mengalami zaman itu, janganlah sekali-kali 
menjadi petugas pajak mereka, pejabat mereka, dan aparat kepolisian mereka”. 
Ketiga, adalah bahwa masa jabatan imam lebih baik dibatasi hingga jangka 
waktu tertentu. Jika imam melakukan perbuatan fasiqq maka umat menghindari diri 
dari keburukannya dengan tidak memilihnya pada periode lain. Ini tampaknya 
menjadi cara yang baik untuk menghindari dari pemimpin yang fasiq dan zalim tanpa 
harus menumpahkan darah selain juga dapat menjadi ajang untuk menampilkan 
keahlian dan pengalaman yang orang-orang yang layak menjadi pemimpin umat.
20
 
Dapat disimpulkan, bahwa Islam menolak ketidak pedulian dan sebagai 
gantinya, menegaskan kewajiban umat untuk tidak mentaati dan melawan pemimpin 
yang tidak memenuhi hukum Tuhan. Al-Quran juga mewajibkan ketaatan kepada 
mereka yang berkuasa. Namun ia juga mewajibkan kepada para pemimpin memenuhi 
syariah dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kegagalan dalam hal-hal ini 
akan membenarkan jabatan dari posisi kekuasaan legislative atau majelis as-syura’ 
dalam menjalankan dalam kekuasaan menuntut pertanggungjawaban harus mencari 
bantuan dari pengadilan untuk menyelidiki  masalah dengan cara yang tidak memihak 
dan adil.
21
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BAB IV 
ANALISIS ALASAN DAN MEKANISME IMPEACHMENT MENURUT UUD 
1945 DAN HUKUM KETATANEGARAAN  ISLAM 
 
A. Alasan-Alasan Dan Mekanisme Impeachment Presiden Menurut UUD 1945 
Setelah Amandemen. 
1. Alasan-alasan Impeachment presiden menurut UUD 1945 setelah 
amandemen. 
Dalam implementasi pelaksanaanya Impeachment terhadap presiden menurut 
UUD 1945 setelah amandemen dan terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar 
dalam pelaksanaan aturan tersebut, diantaranya : 
a) Karena telah melakukan Penghianatan Terhadap Negara. 
Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah 
Konstitusi bahwa penghianatan terhadap negara adalah tindak terhadap keamanan 
negara yang diatur dalam Undang-undang, maka dapat di kemukakan bahwa sebagian 
besar tindak pidana terhadap keamanan Negara diatur dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHPidana) dan sebagian lagi di luar KUHPidana, seperti tindak 
pindan terorisme. 
KUHPidana secara khusus tidak mempergunakan istilah tindak pidana 
“penghianatan terhadap keamanan negara”, namun dalam ilmu pidana Indonesia, 
tindak pidana terhadap keamanan negara atau yang disebut tindak pidana makar yang 
diatur dalam Titel I buku 2 KUHPidana yaitu dari pasal 104 s/d pasal 129 adalah 
merupakan tindak penghianatan terhadap negara. 
Berdasarkan titel I Buku II KUHPidana penghianatan terhadap negara 
mencakup jenis-jenis tindak pidana  sebagai berikut: 
1) Makar terhadap Kepala Negara (pasal 104); 
2) Makar untuk memasukkan Indonesia dibawah kekuasaan asing (pasal 106); 
3) Makar untuk menggulingkan pemerintah (pasal 106); 
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4) Pemeberontakan (pasal 108); 
5) Pemufakatan jahat dan / atau penyertaan untuk melakukan kejahatan yang 
dimaksud dalam pasal 104,106,107, dan 108 KUHPidana; 
6) Mengadakan hubungan dengan negara asing yang bermusuhan dengan Indonesia 
(pasal 111), bentuk-bentuk dari tindak pidana ini adalah mengadakan hubungan 
dengan negara asing dengan maksud: 
a. Menggerakannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau 
perang terhadap negara. 
b. Memperkuat niat negara asing tersebut. 
c. Menjanjikan bantuan terhadap negara asing tersebut. 
d. Membantu persiapan negara asing tersebut untuk melakukan 
perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara. 
7) Mengadakan hubungan dengan negara asing dengan tujuan agar negara 
asing membantu pergulingan terhadap pemerintah di Indonesia (pasal 111 
bis); 
8) Menyiarkan surat-surat rahasia (pasal 112-116); 
9) Kejahatan-kejahatan mengenai bangunan-bangunan pertahanan negara 
(pasal 117-120); 
10) Merugikan negara dalam perundingan diplomatic (pasal 121); 
11)  Kejahatan lainnya yang dilakukan oleh mata-mata musuh (pasal 126); 
12) Menipu dalam hal menjual barang-barang keperluan tentara (pasal 127). 
b) Karena telah melakukan tindak pidana Korupsi dan Penyuapan  
Korupsi adalah suatu permasalahan besar yang merusak keberhasilan 
pembangunan nasional. Korupsi menjadikan ekonomi menjadi berbiaya tinggi, politik 
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yang tidak sehat, dan moralitas yang terus-menerus merosot.
1
 Korupsi merupakan 
sebuah konsep yang sangat akrab ditelinga semua orang Indonesia. Hampir setiap hari 
media massa mengungkapkan gejala-gejala penyelewengan dan penyalahgunaan 
dana, waktu, kekuasaan, dan fasilitas yang ada yang merupakan berbagai macam 
gejala korupsi, tetapi korupsi hamper melibatkan semua orang. Korupsi tidak hanya 
dilakukan oleh pejabat, pengusaha dan kaum pegawai, tetapi juga dilakukan oleh 
orang-orang yang berhubungan dengan lembaga-lembaga social dan bahkan lembaga 
keagamaan. Di mana pun ketika ada kesempatan, orang akan melukan korupsi.
2
 
Di Indonesia korupsi bukan saja merupakan gejala kehidupan individu 
(pribadi), masyarakat (kelompok dan golongan), atau negara (system politik dan 
pemerintahan). Lebih dari itu, tindakan tercela itu sudah menjadi salah satu masalah 
utama dan mendesak. Di katakana seperti itu, karena korupsi merupakan realita 
penyalahgunaan kekuasaan disetiap sendi kehidupan masyarakat. Penelitian berskala 
internasional, regional, dan nasipnal telah membuktikan hal itu. Ditemukan, bahwa 
Indonesia adalah negara terkorup kedua di Asia dan pertama di ASEAN.
3
 Bangsa ini 
pun terperanjat ketika Dato Param Cumaraswamy, pelapor khusus Perserikatan 
Bangsa-Bangsa meyimpulkan bahwa korupsi diperadilan Indonesia adalah salah satu 
yang terburuk didunia yang mungkin hanya bias disamai oleh Meksiko. Bahkan 
dimata orang bisnis, khususnya para investor Asia, korupsi di Indonesia, dalam hal ini 
adalah korupsi dipengadilan, Indonesia memperoleh skor 9,92 dari skala 1 sampai 10 
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dengan catatan yang mendapat skor 1 adalah yang terbaik dan yang mendapat skor 10 
adalah yang terburuk. Skor ini tepat berada di atas India yang memperoleh angka 9,26 
dan Vietnam yang mendapatkan skor 8,75.
4
  
Walaupun UUD 1945 memisahkan kedua bentuk pelanggaran hokum ini 
yaitu; korupsi dan penyuapan sebagaimana tercantum dalam pasal 7A UUD 1945, 
namun dalam pembahasan ini akan digabung dalam satu topic, karena ternyata 
korupsi dan penyuapan sudah diatur dalam satu undang-undang tersendiri.
5
 
Dalam ketentuan hokum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam 
undang-undang tersendiri.
6
 Sehingga dengan demikian segala tindak pidana yang 
diatur dalam undang-undang tersebut dapat dikualifisir sebagai tindak pidana korupsi. 
Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang ini mencakup tiga kelompok tindak 
pidana yaitu: 
Pertama, tindak pidana korupsi yang umum sebagaimana di atur dalam pasal 2 
dan pasal 3 UU No 31 tahun 1999 yang terdiri dari sebagai berikut: 
a. Perbuatan yang secara melawan hokum memperkaya diri sendiri atau orang lain 
atau korporasi
7
 yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;
8
 
b.  Perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 
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padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau 
perekonomian negara.
9
 
Kedua, tindak pidana korupsi yang sebelumnya merupakan tindak pidana suap 
yang terkait dengan jabatan pegawai negeri,
10
hakim, advokat  sebagaimana yang 
diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP). 
Ketiga, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, antara 
lain perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mencegah, merintangi atau 
menggagalkan penyidikan, dan pemeriksaan dalam perkara korupsu. Memberikan 
keterangan tidak benar sebagai tersangka, saksi, dan saksi ahli dalam perkara yang 
terkait dengan tindak pidana korupsi.
11
 
c) Telah melakukan Tindak Pidana berat lainnya serta perbuatan Tercela. 
Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, 
tidak memberikan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan”tindak 
pidana berat lainnya dan perbuatan tercela”. Namun dengan ketentuan yang diatur 
dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjadi sengat tegas bahwa maksud 
“tindak pidana berat lainnya” adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 
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d) Karena Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden  
Undang-undang nomor 24 tahun 2003 pasal 10 ayat (3) huruf e menyebutkan 
bahwa yang dimaksud tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 
Presiden adalah syarat sebagaimana di tentukan dalam pasal 6 UUD 1945. 
Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan syarat-syarat Presiden dan Wakil 
Presiden adalah: 
1. Seseorang Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah 
menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. 
2. Tidak pernah menghianati Negara. 
3. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban 
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 
Mengacu pada pasal 6 ayat (2) UUD 1945, bahwa syarat-syarat untuk 
menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan UU maka syarat-
syarat calon Presiden dan Wakil Presiden disebutkan dalam pasal 6 UU No 23 tahun 
2003 tentang pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 
 
2. Mekanisme Impeachment Presiden Menurut UUD 1945 Setelah Amandemen. 
Di negara manapun, kedudukan Presiden sangatlah vital dalam menentukan 
perjalanan bangsa ke depan, termasuk kehidupan keterangannya. Dalam hal ini 
kekuasaan Presiden secara atribut diperoleh  berdasarkan konstitusi.
12
 
Proses permintaan pertanggung jawaban Presiden pada masa ssebelum 
perubahan UUD 1945, sangat terkait pada berbagai ketentuan yang telah disepakati 
pada tingkat MPR, selain bila oleh DPR Presiden dianggap melanggar haluan negara. 
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Yang telah ditetapkan oleh MPR, maka majelis dapat diundang untuk sebuah 
persidangan istimewa yang meminta pertanggungjawaban Presiden. Dalam hal ini 
Presiden sesuai konstitusi negara, dengan bentuk pertanggungjawaban politis yang 
diberi sanksi, yakni dengan kemungkinan MPR setiap waktu melepas Presiden dari 
jabatannya (kan hem op elk gewnst moment onslaan) atau kemungkinan Presiden 
dijatuhi hukuman pemecatan (op strafe vabn onslag) dari jabatan sebelum habis 
masanya, bentuk pertanggungjawaban seperti ini termasuk dalam kategori 
pertanggungjawaban dalam dari luas karena ada sanksinya.
13
 
UUD 1945 sebelum perubahan, tidak mengatur secara tegas pemberhentian 
Presiden dalam masa jabatannya baik mengenai alasan maupun mekanismenya. 
Dalam pasal 8 UUD 1945, yang berbunyi “Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak 
dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil 
Presiden sampai habis masa jabatannya”. Dari ketentuan tersebut, kata “berhenti” 
secara implisit diberhentikan memberikan kemungkinan seorang Presiden 
diberhentikan ditengah jabatannya, yaitu bisa berarti berhenti karena mengundurkan 
diri maupun berhenti karena mengundurkan diri maupun berhenti karena 
diberhentikan. 
Dalam bagian penjelasan UUD 1945 yaitu pada angka VII alinea ketiga 
dijelaskan bahwa “Jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar 
Haluan Negara  yang telah ditetapkan oleh UUD atau oleh Majelis Permusyawarataan 
Rakyat (MPR), maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar 
supaya bisa meminta petanggungjawaban Presiden”. Ketentuan penjelasan ini secara 
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implisit memuat alasan dan mekanisme dapat diberhentikannya seorang Presiden. 
Presiden dapat diberhentikan dengan alasan bahwa Presiden sungguh melanggar 
Haluan Negara. Sedangkan prosesnya adalah melalui persidangan istimewa MPR 
untuk meminta pertanggungjawaban Presiden sungguh melanggar haluan negara. 
Walaupun dalam penjelasan ini tidak secara eksplisit bahwa pertanggungjawaban 
yang ditolah oleh MPR berakibat pada diberhentikannya Presiden. Pengaturan yang 
tegas menganai pemberhentian Presiden diatur dalam ketetapan-ketetapan MPR yang 
menentukan bahwa MPR berwenang meminta pertanggungjawaban Presiden 
mengenai pelaksaan gari-garis bedar haluan negara dan menilai pertanggungjawaban 
tersebut serta mencabut kekuasaaan dan memberhentikan Presiden dalam masa 
jabatannya apabila Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan atau 
Undang-Undang Dasar. 
Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Preside dimaksud merupakan 
kewenangan konstitusional MPR sesuai dengan Pasal 3 ayat 3 UUD 1945, atas usul 
DPR. DPR adalah impeacher, mempersiapkan data bukti secara cermat. Tentu saja, 
DPR perlu mempersiapkan tim invetigasi sebelum mengemukakan pendapatnya 
berkenaan hal-hal pelanggaran hukum dan atau perbuatan yang dilakukan oleh 
Presiden dan/atau Wakil Presiden.
14
 
DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya memiliki tugas dan 
kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Bilamana dalam pelaksaan 
tugas dan kewenangan tersebut DPR menemukan bahwa Presiden dan/atau Wakil 
Presiden telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang termasuk dalam alasan 
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Impeachment sebagaimana disebutkan dalam pasal 7A UUD 1945, maka DPR setelah 
sesuai dengan ketentuan prosedur internalnya (tata tertib DPR) mengajukan tuntutan 
Impeachment tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.
15
 
Dalam pada itu, ketua Mahkamah Konstitusi dalam syaratnya, bertanggal 15 
juni 2004, no.  94-95/MK.KA/VI/2004 kepada ketua MPR. Ketua DPR dan pimpinan 
DPD (khususnya terakhir melalui sekretaris jendral MPR) memberikan saran guna 
perubahan peraturan tata tertib DPR dan MPR, antara lain dengan mengantisipasi 
penjabaran prosedur dan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam 
peraturan tata tertib masing-masing, termasuk peraturan tata tertib DPD.
16
 Proses 
Impeachment yang berada ditangan Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan ketentuan 
Pasal 7B ayat (4) maka MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR 
tersebut. 
Kedudukan DPR dalam persidangan MK adalah sebagai pihak pemohon 
karena DPR-lah yang memiliki inisiatif dan berpendapat bahwa Presiden dan/atau 
Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam pasal 7A UUD 
1945.
17
 Pasal 7B ayat (1) UUD 1945  mengaskan bahwa usulan pemberhentian 
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan DPR kepada MPR hanya terlebih 
dahulu mengajukan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat 
DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hulum, atau 
perbuatan tercela Presiden dan/atau Wakil Presiden (pasal 7B ayat 4) UUD 1945. 
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Putusan yang diminta DPR kepada MK adalah putusan hukum (judicieeke vonnis), 
bukan putusan politik (politieke beslissing). Putusan MK menganai pendapat DPR, 
wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden (pasal 85 
Undang-undang No. 24 tahun  2003).
18
 
Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti 
melakukaan pelanggaran hukum, atau perbuataan tercela, dan/atau terbukti bahwa 
Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk 
meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR 
(pasal 7B ayat 5 UUD 1945).
19
 
Berbeda halnya putusan Mahkamah Konstitusi maka putusan MPR yang 
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah putusan politik (politieke 
belissing). Hanya MPR yang memilki kewenangan konstitusional guna 
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya (pasal 7A 
dan pasal 7B ayat (6),(7) UUD 1945).
20
 
MPR Wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima usul tersebut (pasal 7B ayat (6) 
UUD 19945).
21
 Proses pengambilan keputusan MPR atau usul pemberhentian 
Presiden dan/atau Wakil Presiden ini dilakukan dengan mengambil suara terbanyak 
dalam rapat paripurna. Komposisi dan tata cara pengambilan suara terbanyak itu juga 
diatur secara rinci oleh UUD 1945 yaitu rapat paripurna MPR harus dihadiri oleh 
sekurang-kurangnya ¾ dari seluruh anggota MPR. Dan persetujuan atas usul 
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penghentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus disepakati sekurang-kurangnya 
2/3 dari anggota MPR yang hadir dalam rapat paripurna.
22
 
Walaupun telah jatuh putusan MK yang menyatakan bahwasanya pendapat 
DPR tentang pelanggaran hukm oleh Presiden telah terbukti, namun MPR dapat 
menjatuhkan putusan lain sepanjang pertimbangan politik (politieke overweging) 
dalam rapat paripurna MPR menerima baik penjelasan yang dikemukakan Presiden 
dan/atau Wakil Presiden sehingga rapat memandang Presiden dan/atau Wakil 
Presiden tidak perlu diberhentikan. Rapat paripurna terlebih dahulu memberi 
kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan penjelasan 
sebelum Rapat Paripurna Menjatuhkan putusan (Pasal 7b ayat (7) UUD 19945). 
Penjelasan sebagaimana dimaksud pasal konstitusi tersebut pada hakikatnya 
merupakan upaya pembelaan diri bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tidak 
berarti putusan MPR menyampingkan putusan MK, tetapi hal pemberhentian 
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya itu memang merupakan 
constitutioneele bevoegheden dari MPR. Dalam pada itu putusan Rapat Paripurna 
MPR yang memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah sebatas 
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatan publik kepala 
pemerintahan negara, dalam makna to removal from the office, tidak memasuki ranah 
penyidikan serta penuntutan pidana terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang 
diberhentikan. Putusan politik (poliyike beslissing), bukan bagian dari proses hukum 
penyidikan (opsporing) dan penuntutan.
23
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B. Pandangan Hukum Ketatanegaraan Islam Terhadap Alasan dan Mekanisme 
Impeachment Presiden  
 
1. Alasan-alasan Terjadinya Impeachment dalam Hukum Islam 
Jika seseorang menduduki kepemimpinan negara Islam tidak berarti bahwa ia 
tetap akan menjadi kepala negara tanpa ada yang boleh mengganggu gugat, apapun 
yang terjadi, dan apapun yang ia taklukan meskipun bertentangan dengan syariah 
islam.
24
 Khalifah secara otomatis akan diberhentikan, manakala terjadi perubahan 
keadaan di dalam dirinya dengan perubahan yang langsung mengeluarkan dari 
jabatan khilafah. 
Khalifah juga wajib diberhentikan apabila terjadi perubahan keadaan dalam 
dirinya walaupun perubahan tersebut tidak langsung mengeluarkan dari jabatan 
khilafah, namun menurut syara‟ dia tidak boleh melanjutkan jabatannya.25 Para Yuris 
Muslim menyebutkan bahwa integritas pribadi (al-adalah) yang rusak dan cacar fisik, 
merupakan alasan yang sah diberhentikannya kepala negara. Alasan lain berhentinya 
seorang khalifah adalah karena meninggal dunia, pengunduran diri, tertawan musuh, 
murtad, hilang akal karena pikun atau gila. Abdul Qadim Zallum membuat dua 
klasifikasi pemberhentian khalifah: 
1. Peruabahn keadaan yang secara otomatis mengeluarkan khalifah dari jabatannya, 
yaitu terdiri dari; 
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a) Kalau khalifah murtad dari Islam26 : Apabila imam keluar dari agama Islam 
riddah (seperti jika ia secara terus terang mengeluarkan kata-kata kufur atau 
mengingkari salah satu prinsip agama Islam, atau mendustakan Al-Qur‟an atau 
menafsirkan ayat Al-Qur‟an menurut seleranya sendiri dan bertentangan dengan 
maksud yang disepakati, atau melakukan perbuatan yang jelas-jelas menunjukkan 
kkefukuran maka dengan sendirinya keabsahan imamah-nya telah gugur.
27
 
Karena Islam merupakan hal salah satu syarat pengangkatan khilafah. Bahkan ini 
merupakan syarat yang pertama kali dan syarat untuk bisa terus menjadi khilafah. 
Siapa saja yang murtad dari Islam, dan menjadi kafir, maka wajib dibunuh kalau 
dia tidak kembali dari kemurtadannya. Karena orang kafir itu tidak boleh menjadi 
penguasa atas kaum muslimin. Demikian orang kafir tidak diperbolehkan untuk 
memiliki jalan untuk menguasai orang-orang mukmin. 
b) Kalau khalifah gila total (parah) yang tidak bisa disembuhkan 28/ hilang akal; 
apabila imam kehilangan akal atau terganggu mentalnya sehingga membuatnya 
gila dalam waktu pendek atau lama maka imam dalam hal ini keluar dari imamah 
dan berhak diberhentikan.
29
 Hal itu, karena memang akal merupakan salah satu 
syarat pengangkatan jabatan khilafah, disamping hal itu juga merupakan syarat 
keberlangsungan akad (syurt istimrar) hal ini berdasarkan sabda Rasullulah 
SAW: 
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Artinya : “Telah diangkat pena itu atas tiga orang: Orang gila, hingga sembuh,” 
Dalam Riwayat lain: “Orang gila, yang kesadarannya, hingga sembuh”. 
 Siapa saja yang diangkat pena atasnya, maka dia tidak sah untuk 
mengurusi urusannya sendiri, maka tentu dia juga tidak boleh tetap menjadi khalifah 
yang mngurusi urusan orang-orang. Dan hal itu merupakan sesuatu yang lebih jelas 
karena mengurusi urusannya sendiri saja tidak boleh, apalagi mengurusi urusan orang 
lain.
30
  
c) Kalau khalifah ditawan musuh yang kuat31, yaitu jatuh dibawah kekuasaan dan 
cengkraman musuh, ia digerakkan olehnya semaunya sehingga tidak bisa 
mengatur lagi urusan lagi urusan kaum muslimin sebagaimana yang di 
kehendaki.
32
 
2. Perubahan keadaan khalifah yang tidak secara otomatis mengeluarkannya dari 
jabatan khalifah namun dia tidak boleh mempertahankan jabatannya yaitu terdiri 
dari: 
a) Khalifah telah kehilangan „adalah-nya, yaitu telah melakukan kafasikan terang-
terangan. Hal itu karena memang „adalah merupakan salah satu syarat 
keberlangsungan akad pengangkatan khilafah. Karena ketika Allah SWT telah 
mensyaratan „adalah (adil) pada saksi, maka syarat tersebut justru lebih utama 
bagi keberlangsungan akad pengangkatan jabatan khalifah.
33
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b) Khalifah berubah bentuk kelaminyya menjadi perempuan atau waria.34 Hal itu 
karena salah satu syarat akad pengangkatan jabatan khilafah, bahkan menjadi 
syarat keberlangsungan akadnya adalah laki-laki. Karena adanya sabda rasullulah 
SAW : 
Artinya : “Tidak akan pernah suatu pernah suatu kaum yang menyerahkan urusan 
urusan kekuasaan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita.
35
 
c) Khalifah menjadi gila namun tidak parah, terkadang sembuh terkadang gila. 
d) Khalifah tidak lagi dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai khalifah karena suatu 
sebab, baik karena cacat anggota tubuhnya atau karena sakit keras yang tidak 
dapat diharapkan kesembuhannya. 
e) Adanya tekanan yang menyebabkan khalifah tidak mampu lagi menangani urusan 
kaum Muslimin menurut pikirannya sendiri, yang sesuai dengan hukum syara‟.36 
 
2. Mekanisme Impeachment presiden menurut  hukum islam 
Menganai mekanisme Impeachment, dalam Islam tidak ditemukan 
penjelasannya secara eksplit dan menyakinkan. Namun dalam kita-kitab fiqh al-
siyasah setidaknya ditemukan beberapa cara atau mekanisme pemberhentian 
presiden; 
Pertama, sekelompok ulama Ahli Sunnah, Khawarji, Mu‟tazilah, Zaidiyah, 
dan para ulama murjiah berpendapat wajib mengangkat senjata untuk 
memberhentikannya. Cara inilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan sall as-
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saif (menghunuskan pedang).
37
 Golongan Khawarij berpendapat, „Imam yang telah 
berubah perilaku baiknya dan menyimpang dari kebenaran, maka ia wajib dipecat 
atau dibunuh‟. Abu Hanifah mendukung pendapat ini. Ia mengatakan bahwa 
keimanan seorang zalim bukan saja batal, tetapi lebih dari itu, dibolehkan melakukan 
pemeberontakan terhadapnya, bahkan seyogyanya hal itu dilakukan dengan syarat 
pemberontakan itu memiliki factor-faktor untuk dapat berhasil dan berfaedah dengan 
seorang yang adil dan baik sebagai pengganti orang yang zalim dan fasik, dan bukan 
semata-mata memecah belah kekuatan dan menghilangkan nyawa. Abu Hanifah 
berpendapat bahwasanya memberontak terhadap pimpinan negara yang tidak sah 
adalah sesuatu yang dibenarkan dalam syari‟at. Pendapat ini mendapat dukungan dari 
fuqaha lainnya seperti Sa‟id bin Jubair, al_Sya‟bi, Ibnu Abi Laila, dan Abdul 
Bukhturi. Juga para qurra berdiri dipihaknya. 
Abu ya‟ala juga percaya bahwa kontrak imamah tidak dapat dibubarkan 
selama tidak ada alasan-alasan yang sah. Kepala Negara harus meletakkan jabatannya 
apabila merasa telah memiliki kekurangan yang permanent, tetapi selama mampu 
melaksanakan tugas-tugasnya sebagai kepala Negara (Presiden), ia tidak boleh 
meletakkan jabatannya. Al-Juwayni beranggapan bahwa, kalau kepala Negara tidak 
bermoral dan menyimpang dari akhlak yang baik, maka ia boleh turun; tetapi apakah 
orang lain harus atau dapat memberhentikannya kepala Negara boleh meletakkan 
jabatannya kapan saja ia mau.
38
 
Ibnu Hazm mengemukakan bahwa sebagia besar Ahli Sunnah, Mu‟tazilah, 
Khawarji, dan Zaidiyah memandang bahwa mengangkat senjata dalam amar ma‟ruf 
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dan nahi munkar adalah wajib jika mencegah kemungkaran itu tidak ada jalan lain 
selain dengan senjata. Pendapat itu mengacu pada sabda Nabi Muhammad SAW 
dalam sebuah hadits panjang yang berbicara menganai sebab-sebab Bani Israil 
mendapat laknat Allah SWT; 
 
 “Sekali-kali tidak, demi Allah, sungguh kamu mengajak kepada yang ma’ruf 
dan mencegah dari yang munkar. Kemudian sungguh-sungguh kamu 
mencegah perbuatan orang zalim, mengiringnya dengan gigih pada 
kebenaran, dan mengajaknya pada jalan kebenaran-tanpa memberi peluang 
pada jalan kesesatan atau jika tidak demikian nischya Allah akan mencampur 
aduk hati sebagian kalian dengan sebagian lainnya kemudian menimpakan 
laknat terhadap kalian seperti laknat terhadap mereka (Bani Israil)”.39 
Secara umum Ahlusunnah melihat pada dua pertimbangan:  
Pertama, akibat negatif menggunakan kekuatan senjata. Kedua, adalah akibat 
negatif dari kelanjutan imam yang fasik pada kekuasannya. Mereka lebih condong 
untuk memilih akibat buruk yang lebih kecil. Apabila pemberhentian menimbulkan 
fitnah yang lebih besar maka tidak dibenarkan mengangkatt senjata terhadapnya. 
Para ulama Ahlusunnah yang berpendapat demikian diantaranya ialah Al-Aiji, 
ia mengemukakan bahwa umat harus memberhentikan imam bilamana terdapat alasan 
yang mengharuskan demikian, akan tetapi jika menimbulkan fitnah maka yang 
diambil adalah akibat buruk yang lebih kecil. Sedangkan Al-Kamal bin Abu Syarif 
mengemukakan bahwa pada dasarnya imam tidak dibenarkan diberhentikan akan 
tetapi berhak diberhentikan manakala kelangsungan imamah-nya menimbulkan 
fitnah.
40
 Sementara itu, Ibnu Taimiyah selaku pemikir besar dan berpandangan luas 
memndukung sikap ini dengan alasan bahwa menjatuhkan seorang kepala Negara 
akan menggangu ketentraman di dalam masyarakat dan melemahkan persatuan umat. 
Karena Ibnu Timiyah berpendapat, bahwa keberadaan kepala Negara, meskipun , 
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lebih baik bagi rakyat daripada kalau mereka harus hidup tanpa kepala Negara. Dia 
meminjam suatu ungkapan bahwa enam puluh tahun dibawah kepala Negara yang 
zalim lebih baik daripada satu malam tanpa kepala Negara. Bahkan ia memberi 
dukungan kepada absolutism yang tiada henti-hentinya. Demi ketentraman dan 
menjauhkan anarki ditengah masyarakat telah menjadi alasan utama untuk tidak 
menjatuhkan kepala Negara yang melakukan penyimpangan.
41
 
Hal itu karena banyaknya hadits shahih yang mewajibkan ketaatan kepada 
Negara, seklaipun senantiasa melaksanakan kemungkaran, bertindak zalim, dan 
memakan hak-hak rakyat, selama tidak memerintah berbuat maksiat dan tidak jelas-
jelas kafir.
42
 
Kedua, untuk memberhentikan pemimpin adalah melalui apa yang 
diistilahkan pada zaman modern ini dengan civil disobedience (pembangkangan 
sipil). Cara ini dilakukan apabila umatt merasa bahwa imam ini fasiq yang tidak takut 
dosa melakukan maksiat atau zalim, tidak layak menjadi imam. Umat melalui wakil-
wakil mereka menghadap kepadanya untuk memberi teguran dan nasihat akan tetapi  
ia menolak dan menyombongkan dan juga orang-orang yang menjadi kroninya. 
Ketika itu ia merasa bahwa dirinya tercampakkan dari umat atau rakyatnya; kembali 
kepada kebenaran atau meletakkan jabatan.  
Sebab pengertian mengingkari dengan hati tidaklah bersifat pasif tanpa 
memberikan reaksi konkrit terhadap pelaku kemungkaran baik penguasa maupun 
bukan penguasa, melainkan bersifat aktif yang berarti menolak kemungkaran dengan 
hatinya lalu tidak menyukainya dan tidak menyukai pelakunya serta memboikotnya : 
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tidak makan bersamanya, tidak berhubungan dengannya dan begitu seterusnya. 
Apabila setiap individu umat Islam melakukan demikian terhadap imam yang zalim 
dan fasiq maka tidak ada jalan lain baginya selain kejatuhan yang mengenaskan. 
Pengertian inilah yang terkandung dalam sebuah hadits Rasullullah SAW 
yang dituturkan oleh Ibnu Mas‟ud bahwa beliau bersabda: “Sesungguhnya sesuatu 
kekuarangan yang masuk pada Bani Israil adalah bahwa orang laki-laki bertemu 
orang laki-laki lalu berkata: “Mengapa itu kamu lakukan ? Takutlah kepada Allah, 
tinggalkanlah apa yang kamu lakukan itu. Yang demikian tidak halal bagimu. 
“Kemudian berjumpa lagi esok harinya tetapi ia masih tetap melakukan apa yang 
diperingatkan kemarin. Yang demikian itu tidak menghalanginya menjadi teman 
makan dan minum serta bersahabat dengannya. Karena orang-orang Bani Israel 
melakukan demikian maka  Allah mencampur aduk hati sebagian mereka dengan 
sebagian yang lainnya yang baik dan buruk kemudian berfirman; “Orang-orang kafir 
dilaknati hingga pada firman-nya „Orang-orang fasiq‟. Bahkan dalam hadits riwayat 
At-Thabrani terdapat sabda Rasullullah SAW;  
“Pada akhir zaman terdapat umara yang zalim, para menteri yang fasiq, para 
jaksa yang penghianat, paea fuqaha pembohong. Maka diantara kalian 
mengalami zaman itu, janganlah sekali-kali menjadi petugas pajak mereka, 
pejabat mereka, dan aparat kepolisian mereka”. 
Ketiga, adalah bahwa masa jabatan imam lebih baik dibatasi hingga jangka 
waktu tertentu. Jika imam melakukan perbuatan fasiqq maka umat menghindari diri 
dari keburukannya dengan tidak memilihnya pada periode lain. Ini tampaknya 
menjadi cara yang baik untuk menghindari dari pemimpin yang fasiq dan zalim tanpa 
64 
 
harus menumpahkan darah selain juga dapat menjadi ajang untuk menampilkan 
keahlian dan pengalaman yang orang-orang yang layak menjadi pemimpin umat.
43
 
Dapat disimpulkan, bahwa Islam menolak ketidak pedulian dan sebagai 
gantinya, menegaskan kewajiban umat untuk tidak mentaati dan melawan pemimpin 
yang tidak memenuhi hukum Tuhan. Al-Quran juga mewajibkan ketaatan kepada 
mereka yang berkuasa. Namun ia juga mewajibkan kepada para pemimpin memenuhi 
syariah dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kegagalan dalam hal-hal ini 
akan membenarkan jabatan dari posisi kekuasaan legislative atau majelis as-syura‟ 
dalam menjalankan dalam kekuasaan menuntut pertanggung jawaban harus mencari 
bantuan dari pengadilan untuk menyelidiki  masalah dengan cara yang tidak memihak 
dan adil.
44
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Dari serangkaian uraian diatas penulis menarik suatu kesimpulan sebagai 
berikut, yaitu : 
1. Alasan  pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden disebutkan secara 
limitatif dalam konstitusi, yaitu penghiatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 
tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat 
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah diatur dalam pasal 7A 
UUD‟45. 
Mekanisme Impeachment Presiden di Indonesia melalui proses di 3 lembaga 
negara secara langsung. Proses yang pertama di lembaga DPR. DPR melalui hak 
pengawasannya melakukan proses “investigasi” atas dugaan-dugaan bahwa Presiden 
dan/atau Wakil Presiden melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan 
sebagai tindakan yang tergolong dalam alasan-alasan Impeachment. Setelah proses di 
DPR selesai maka putusan tersebut dilanjutkan dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi 
dan MK wajib untuk memberikan putusan atas pendapat DPR. Kemudian dilanjutkan 
lagi ke Mejalis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mendapat kata/hasil akhir 
akan nasib Presiden dan/atau Wakil Presiden apakah Presiden diberhentikan atau 
tidak 
Adapaun alasan yang menjadikan Presiden berhenti menurut ketatanegaraan 
Islam adalah. Menurut pendapat dari Abdul Qadim Zallum terdapat dua klasifikasi 
pemberhentian khalifah: 
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1) Perubahan keadaan yang secara otomatis mengeluarkan khalifah dari jabatannya, 
yaitu terdiri dari; 
 Kalau khalifah murtad dari Islam  
 Kalau khalifah gila total (parah) yang tidak bisa disembuhkan/ hilang akal; 
 Kalau khalifah ditawan musuh yang kuat 
2) Perubahan keadaan khalifah yang tidak secara otomatis mengeluarkannya dari 
jabatan khalifah namun dia tidak boleh mempertahankan jabatannya yaitu terdiri 
dari; 
 Khalifah telah kehilangan „adalah-nya 
 Khalifah berubah bentuk kelaminnya menjadi perempuan atau waria  
 Khalifah menjadi gila namun tidak parah, terkadang sembuh terkadang 
gila 
 Karena cacat anggota tubuhnya atau karena sakit keras yang tidak dapat 
diharapkan kesembuhannya 
 Adanya tekanan yang menyebabkan khalifah tidak mampu lagi menangani 
urusan kaum Muslimin menurut pikirannya sendiri, yang sesuai dengan 
hukum syara‟ 
2. Mengenai mekanisme Impeachment, dalam Islam tidak ditemukan penjelasannya 
secara eksplisit dan meyakinkan. Namun dalam kitab-kitab fiqh al-siyasah 
setidaknya ditemukan beberapa cara atau mekanisme pemberhentian presiden; 
Sekelompok ulama Ahli Sunnah, Khawarji, Mu‟tazilah, Zaidiyah, dan para 
ulama murjiah berpendapat wajib mengangkat senjata untuk memberhentikannya, 
dengan istilah scall as shaif yaitu, (menghunuskan pedang).  
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Dengan civil disobedience (pembangkangan sipil). Cara ini dilakukan apabila 
umat merasa bahwa imam ini fasiq yang tidak takut dosa melakukan makziat atau 
zalim, tidak layak menjadi imam. 
Menurut Rashyid ridha yaitu melalui majelis syura‟ karena majelis syura‟ 
(lembaga legislatif) sebagai penjelmaan wakil rakyat, berhak untuk mengangkat 
seorang khalifah yang dianggap cakap dan memenuhi kriteria. Jika khalifah itu 
melakukan penyalahgunaan kekuasaan, Majelis syura‟ menilai khalifah telah 
melakukan pelanggaran terhadap syariat, konstitusi, dan perundang-undangan, maka 
presiden dapat diberhentikan melalui pengambilan suara terbanyak yang keputusan 
mejalis syura tersebut ditetapkan dengan suara terbanyak. 
Adapun pandangan menurut ketatanegaraan Islam terhadap alasan dan 
mekanisme Impeachment Presiden menurut UUD 1945 dan ketatanegaraan Islam 
adalah, bahwa di dalam alasan-alasan yang telah disebutkan baik menurut UUD 1945 
dan dalam ketatanegaraan Islam adalah adanya keterkaitan tentang alasan yang ada 
dalam ketatanegaraan Islam yaitu alasan tentang hilangnya sifat adalah hilangnya rasa 
keadilan Presiden atau pemimpin yang bisa diartikan atau dijelaskan di dalam UUD 
1945 yaitu: 
1) Penghianatan terhadap Negara dalam Islam berupa; Makar dan 
Bughat(pemberontakan), 
2) Korupsi dan penyuapan dalam Islam berupa; pencurian, penipuan 
3) Perbuatan tercela dalam Islam berupa; melanggar bai‟at atau sumpah jabatan, 
penyelewengan kekuasaan, berjudi, berzina 
Dan tinjauan mengenai mekanisme Impeachment Presiden menurut UUD 
1945 dan dalam  ketatanegaraan Islam yaitu bahwa; 
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Mahkamah mazalim sebagai lembaga peradilan yang fungsinya menegakkan 
hukum, mengadili Presiden terkait adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 
Presiden apakah Presiden apakah Presiden bersalah atau tidak. Dan dewan pimpinan 
mensyahkan secara hukum yang berlaku atas putusan yang dilakukan oleh 
Mahkamah mazalin terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh mahkamah 
mazalim terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden. Kemudian 
putusan tersebut dibawa ke Majelis Syura untuk dimusyawarhkan hingga menemukan 
hasil akhir akan nasib Presiden apakah Presiden dapat diberhentikan atau tidak 
dengan cara pengambilan suara terbanyak. 
Hal ini dapat dikatakan sesuai menurut UUD 1945 atas apa yang dilakukan 
oleh Mahkamah Konstitusi yaitu memutuskan secara hukum bahwa Presiden terbukti 
melakukan pelanggaran hukum dan perundang-undangan. Dan putusan tersebut 
selanjutnya dibawa ke Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan MPR kemudian 
mengadakan Sidang Istimewa terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 
Presiden melalui pengambilan suara terbanyak. Dengan pengambilan suara terbanyak 
maka MPR dapat memutuskan apakah Presiden dapat diberhentikan dalam 
jabatannya atau tidak. 
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B. Implikasi Penelitian 
Sebagaimana yang telah penulis uraikan secara luas mengenai mekanisme 
Impeachment Presiden, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 
menjalankan tugas yang dilakukan oleh lembaga-lemabaga negara, khususnya 
lembaga yang menangani mekanisme Impeachment: 
Check and balances antara tiga lembaga negara menjadi salah satu factor 
penting dalam tatanan pemerintahan yang demokratis. Mekanisme pengawasan yang 
dibangun oleh parlemen terhadap eksekutif haruslah juga mendasarkan pada prinsip 
yang serupa. Kisah arogansi parlemen di masa awal demokratisasi Indonesia 
merupakan sebuah pengalaman yang patut diingat dan dipelajari. 
Untuk terciptanya check and balances, tiap lembaga negara harus 
menggunakan pendekatan legal konstitusional untuk melaksanakan mekanisme 
control kekuasaan antara legislatif, yudikatif dan eksekuitf. Agar pengawasan 
terhadap lembaga eksekutif oleh lembaga legislatif haruslah diberi koridor untuk 
menegakkan nilai keadilan dan tidak hanya sekedar pertarungan elit politik semata. 
Apabila proses ini terjadi maka system politik yang lebih sehat akan tercipta dan 
membawa kesejahteraan masyarakat. Dengan memegang kuat prinsip check and 
balances tersebut, maka lembaga negara akan dapat menjalankan tugasnya dengan 
lebih efektif dan lebih demokratis. 
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